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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

a. bahwa dalam rangka memastikan pembangunan yang
dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan
dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa untuk menjamin agar Kkegiatan pembangunan
berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka d.perlukan
perencanaan pembangunan daerah;

¢. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Bery, mengamanatkan agar Bupati
memerirfahkan Kepala Peranglkat Daerah untuk menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
Tahun 2024-2026 yang ditetapkan oleh kepala daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalain hurvf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Karangauyar Tahun 2024-2026;

I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Penmibentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor +42):

2. Urdang-Undarng Nomor 23 Tchua 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indunesia Nomo. 5587) setagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor b Tahun 2023 tentang Penetapan Percturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);




Menetapkan

v

MEMUTUSKAN: ,
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

I. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memunpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah ostonom.

4. Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakya* Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerirtahan yang menjadi kewenangan Daerah.

S. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

- dengan RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan
jangka menengeh transisi bagi daerah dengan masa jabatan
Bupati vang berakhir pada tahun 2023, vang ditetapkan
dengan Peraturen Bupsti dimana menjadi pedoman
strategis bagi pembangunan sclama jangka waktu tahun
2024 sampai dengan tahun 2026 dan/atau sampai
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang rencana
pembangunan jangka menengah Daerah.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah yang memuat tujuan,
sasarau, strategi, kebijaken, progrum, kegiatan dan sub
kegiatan resuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renja Perangkar Daerah adalah dokumen
perencanaan  Perangkat Daerah  untuk  periode
1 (satu) tahun.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan
penjabaran dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah tahun 2024-2026 pada Perangkat Daerah
yang memuet tujuan, sasaran. strategi, kebijakan, program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungs’ Perangkat Daerah, yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif yaug penyusunannya berpedoman
pada Rercana Pembangunan Dacrah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026.




\ Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk
penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 hingga Renja
Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB Il
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026

Pacal 4
Sistematika Renstra Perangkal Daerah Tahun 2024-2026,
adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

BAB 1I GAMBARAN PELA7ANAN PERANGKAT DAERAH

BAB II PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB
KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB V1] KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Pasal 5 .

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Peme:intah
Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

a. Lampiran I Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayasn Tahun 2024-2026;

b. Lampiran II Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Tahun 2024-2026;

¢. Lampiren Il Rencara Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Perumehan Rakyat Tahun 2C24-2n026;

d. Lampiran IV Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong
Praja Talun 2024-2026;

e. Lampiran V Ren~ana Strategis Badan Penanggulangan
Bencaria Daerah Tahuh 2024-2026;

f.  Lampiran VI Rencana. Strategis Dinas Sosial
Tahun 2024-2026;

g. Lanipiran VII Rericana Strategis Dinas Pemberdayaan
Peremrpuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024-2026;

h.  Lampiran VI Rencana Strategis Dinas Pertanian,
Pangan dan Perikanan Tahun 2024-2026;

i. Lempiran IX Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Tahun 2024-2026;

j. Lampirar X Rencana Strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026;

k. Lampiran XI Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Masyarakat den Desa Tahurn 2024-2026; _

. Lampiran XII Rencana 3trategis Dinas Perhubungan
‘Tahun 2024-2026;




ad.

bb.

ccC.

dd.

ee.

Lampiran XIII Rencana Strategis Dinas Komunikasi
dan Informatika Tahnn 2024-2046;

Lampiran XIV Rencana Strategis Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026:
Lampiran XV Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, Transmigrasi, Energi Dan Sumber Daya Mineral
Tahun 2024-2026;

Lampoiran XVI Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024-2026;

Lampiran XVII Rencana Strategis Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Tahun 2024-2026;

Lampiran XVIII Rencana Strategis Dinas Kearsipan
dan Perpustakaan 2024-2026;

Lampiran XIX Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Tahun 2024-2026;

Lampiran XX Rencana Stravegis Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024-2026;
Lampiran XXI Rencana Strategis Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembargan Tahun 2024-2026;
Lampiran XXII Rencana Strategis Badan Keuangan
Dacrah Tahun 2024-2026;

Lampiran XXIII Rencane Strategis Badan Kepegawa.an
dan  Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahuan 2024-2026;

Lampiran XXiV Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Tahun 2024-202€;

Lampiran XXV Rencana Strategis Kecamatan Jatipuro
Tahun 2024-2026;

Lampiran XXVI Rencana Strategis Kecamatan Jatiyoso
Tahun 2024-2026;

Lampiran XXVII Rencana Strategis Kecametan
Jumantono Tahun 2024-2026;

Lampiran XXVIil Rencana Strategis Kecamatan
Jumapolo Tahun 2024-2026:

Lampiran XXIX Rencana Strategis Kecamatun Matesih
Tahun 2024-2026;

Lampiran XXX Rencana Strategis liecamatan
Tawangmangu Tahun 2024-2026;

Lampiran XXXI Rencana Strategis Kecamatan
INgargoyoso Tahun 2024-2026;

Lampiran X¥XII Rencana Strategis Kecaniatan
Karangpandan Tahun 2024-2026;

Lampiran XXXIUI Rencana Strategis Kecamatan
Karanganyar Tahun 2024-2026;

Lampiran XXXIV Rencana Strategis Kecamatan
Tasikmadu Tahun 2024-2026; '

Lampiran XXXV Rencana Strategis Kecamatan Jaten
Tahun 2024-2026; .
Lampiran XXXVl Rencana Strategis Kecamatan
Colomad 1 Tahun 2024-2026;

Lampiran XXXVII Rcncana Strategis Kecamatan
Gondangrejo Tahun 2024-2026,




II. Lampiran \XXXVII! Rencana Strategis Kecamatan
Mojogedang Tahun 2024-2026;

mm. Lampiran XXXIX Rencana Strategis Kecamatan
Kebakkramat Tahun 2024-2026;

nn. Lampiran XL Rencana Strategis Kecamatan Kerjo
Tahun 2024-2026;

oo. Lampiran XLI Rencana Strategis Kecamatan Jenawi
Tahun 2024-2026; dan

pp. Lampirar XLII Rercana Strategis Badan Kesatuan
Bangsa den Politik Tahun 2024-2026. :

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
1111,

BaB 1V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupat! ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengdn penempatannya
dalam Berita Darcrah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 19 April 2023
BUPATI KARANGANYAR,
ttd.
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 19 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
ttd.

TIMOTIUS SURYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 16

E_ _[.J Salinan sesusaj dengan aslinya
& P SEKRETARIAT DAERAH
]335 KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

_(yemst

METTY FERRISKA R.
NIP 19760417 199903 2 007




LAMPIRAN XXII

PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN 2024-2026

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
atas tersusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024-2026. Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 disusun dalam rangka
menindaklanjuti Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom
Baru.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, Rencana
Strategis Kementerian terkait dan Rencana Strategis Badan terkait di
Provinsi Jawa Tengah. ‘

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar
memuat tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis, indicator sasaran,
rencana program, indikator program, rencana kegiatan, indicator kegiatan,
rencana sub kegiatan, indikator sub kegiatan, kebijakan, serta anggaran
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai upaya untuk
menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi hasil/kinerja.
Berkenaan dengan hal tersebut dalam memenuhi dokumen perencanaan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka disusunlah
Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai pedoman dan
acuan dalam penyusunan kebutuhan program, kegiatan dan anggaran
Tahun 2024-2026 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah
membantu sehingga tersusunnya Rencana Strategis Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Karanganyar, April 2023
KEPALA BADAN.KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KUéNLA“m._MkUtM{Z% S.Sos., M.Si
“PembinaWtamaMuda
NIP. 19700510 199003 1 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 dengan visi
”Berjuang Bersama Memajukan Karanganyar” akan berakhir masa
berlakunya di tahun 2023, telah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil
Bupati Karanganyar berakhir pada tahun 2023 sehingga Daerah
memerlukan dokumen  perencanaan jangka menengah  sebagi
penggantinya. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun
2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Pemerintah Daerah yang masa
jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir pada tahun

2023 untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten
dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun
2024-2026. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun
2024-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan
Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan
kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal
tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah,

indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
keuangan. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Namun di era

Renstra BKD 2024-2026 1




Reformasi Birokrasi peran dan kinerja suatu Perangkat Daerah sangat
diperlukan, karena jalannya Pemerintahan akan baik jika setiap OPD
dapat saling sinergis dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

Renstra akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk
menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mengisi kekosongan
jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Selain itu, juga menjadi dasar dalam
melakukan evaluasi kinerja pembangunan Perangkat Daerah selama tiga
tahun kedepan. Setelah melaksanakan kegiatan maka sebagai Perangkat
Daerah setiap tahun wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2. DASAR HUKUM PENULISAN
Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan

Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 adalah :

1) Sebagai dokumen dasar/ acuan penyusunan kebijakan 3 (tiga)
tahun Badan Keuangan Daerah untuk mendukung terwujudnya
indikator kinerja dari sasaran strategis Badan Keuangan Daerah;

2) Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan
berserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah;
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3) Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
(Renja) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;

4) Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan
Badan Keuangan Daerah terhadap pencapaian target indikator
kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2024-2026;

5) Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang
diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah pada bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

6) Menganalisa, mengetahui menyusun rencana strategis, serta

mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan Perangkat Daerah

Adapun tujuannya untuk terwujudnya dokumen perencanaan
strategis Perangkat Daerah yang obyektif, realistis, implementatif dan
dapat digunakan untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah. Dokumen
ini akan digunakan setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam
menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama
dalam evaluasi kebijakan, program kerja dan penetapan alokasi anggaran
setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja. Sehingga terwujudnya tujuan

dan sasaran Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penulisan Dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dengan sistematika
sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang yang menjelaskan
alasan penyusunan, dasar hukum yang terkait dengan renstra,
maksud dan tujuan penulisan renstra serta sistematika penulisan
dari Bab I sampai Bab VIII, yang masing-masing terinci dalam
subbab.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Pada bab ini diuraikan gambaran umum Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Karanganyar terkait tugas, fungsi dan struktur
organisasi, ketersediaan sumberdaya baik manusia maupun sarana

prasarana, hasil kinerja selama 5 tahun, kegiatan layanan yang
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dilaksanakan dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

(Bupati, Provinsi dan atau Pemerintah Pusat).

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Menguraikan permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi
dalam pelayanan Perangkat Daerah, tahun-tahun sebelumnya.
Permasalahan yang didasarkan pada data dan informasi yang
diuraikan dalam Bab II. Permasalahan-permasalahan dipilih dan
dirumuskan menjadi isu strategis yang menjadi prioritas untuk

diselesaikan, dalam kurun waktu perencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Menguraikan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar sebagai perangkat daerah yang
mendukung tercapainya sasaran daerah, sesuai dengan norma,
standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pusat sesuai
kewenangan yang ditangani Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar. Perumusan tujuan dan sasaran, program
dan kegiatan yang disertai dengan ukuran (indikator) dan target

yang ditetapkan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dann
sasaran Perangkat Daerah, dalam mendukung tercapainya tujuan

dan sasaran daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
Menguraikan rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta
kinerja indikator, target / volume serta pagunya (sesuai

permendagri / pemuthakiran).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
Bab ini memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 melalui

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan urusan
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keuangan melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah (IKK)

BAB VIII PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas kaidah pelaksanaan
dan pedoman penggunaannya di masa transisi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH (BKD)
KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Karanganyar

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan azas otonomi dantugas pembantuan di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar adalah:

a. Menyusun kebijakan dibidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah serta kesekretariatan;

b. Mengkoordinasikan fasilitas dan pembinaan kegiatan
bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah serta kesekretariatan;

c. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta
kesekretariatan.

Sedangkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karanganyar. Kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar yang terdiri dari :

1. Kepala Badan
a. Tugas Kepala Badan
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Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Fungsi Kepala Badan

1) Penyusunan Kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;

2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;

3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang keuangan Daerah;

4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang
Urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah;

5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan

6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang merupakan unsur

pembantu Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.

Tugas Sekretaris

Seorang Sekretaris mempunyai tugas melakukan perumusan

rencana dan pelaksanaankebijakan, pengkoordinasian,

pemantauan, evaluasi, pelaporan

meliputipembinaanketatausahaan, keuangan, aset,

kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen

keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan,

kepegawaian, pelayanan administrasi.

Fungsi Sekretaris

1) Pengkoordinasian kegiatan;

2) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program
kerja;

3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan
masyarakat, kerumahtanggaan,kearsipan, dan

kepegawaian.
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4) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi
dan tata laksana;

5) Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

6) Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan
dokumentasi;

7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan
daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;

8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

9) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum.

3. Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan
Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan merupakan
pelaksana unsur penunjang di bidang pendataan, pengolahan,
dan penetapan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang,
dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan.
a. Tugas Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan
Penetapan
Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan Penetapan
mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan
di bidang pendataan, pengolahan, dan penetapan
pendapatan.
b. Fungsi Kepala Bidang Pendataan, Pengolahan, dan
Penetapan
1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi,

dan penetapan pendapatan,;

w
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2) Pelaksanaan program kerja bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi,
dan penetapan pendapatan;

3) Pengelolaan  program  kerja bidang  pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi,
dan penetapan pendapatan;

4) Pengkoordinasian bidang pendaftaran, pendataan,
pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi, dan
penetapan pendapatan;

5) Pemantauan dan pengendalian di bidang pendaftaran,
pendataan, pengolahan data, intensifikasi, ekstensifikasi,
dan penetapan pendapatan;

6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari :
a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan

b. Sub Bidang Pengolahan Data Intensifikasi dan ekstensifikasi.

. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan Pajak

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak merupakan
pelaksana unsur penunjang di bidang penagihan, keberatan, dan
pemeriksaan pajak dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
a. Tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan
Pemeriksaan Pajak
Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, dan Pemeriksaan Pajak
mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
penagihan,keberatan, dan pemeriksaan pajak.
b. Fungsi Kepala Bidang Penagihan, Keberatan, Banding, dan
Pemeriksaan Pajak
1) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan,
keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;
2) Pelaksanaan program kerja bidang penagihan, keberatan,

banding, dan pemeriksaan pajak;
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3)

4)

5)

6)

Pengelolaan program kerja bidang penagihan, keberatan,
banding, dan pemeriksaan pajak;

Pengkoordinasian penagihan, keberatan, banding, dan
pemeriksaan pajak;

Pemantauan dan pengendalian bidang penagihan,
keberatan, banding, dan pemeriksaan pajak;

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri

dari:

a. Sub Bidang Penagihan; dan

b. Sub Bidang Keberatan dan Banding.

Kepala Bidang Anggaran

Bidang Anggaran merupakan pelaksana unsur penunjang di

bidang anggaran, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan.

a. Tugas Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas perencanaan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Fungsi Kepala Bidang Anggaran

Pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan,
dan pengendalian anggaran keuangan daerabh;
Penyusunan program kerja perencanaan, penyusunan,
dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
Pengelolaan program kerja perencanaan, penyusunan,
dan pengendalian anggaran keuangan daerah;
Pengkoordinasian  perencanaan, penyusunan, dan
pengendalian anggaran keuangan daerah;

Pemantauan dan pengendalian perencanaan,
penyusunan, dan pengendalian anggaran keuangan
daerah;

Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
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Bidang Anggaran terdiri dari :
a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;

b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.

6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah merupakan pelaksana
unsur penunjang di bidang perbendaharaan dan kas daerah,
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
a. Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai
tugas perencanaan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan,
pemantauan, evaluasi, dan  pelaporan di bidang
perbendaharaan dan kas daerah
b. Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
1) Pelaksanaan kebijakan teknis perbendaharaan dan kas
keuangan daerah;
2) Pelaksanaan program kerja perbendaharaan dan kas
keuangan daerah;
3) Pengelolaan program kerja perbendaharaan dan Kkas
keuangan daerah;
4) Pengkoordinasian perbendaharaan dan kas keuangan
daerah;
5) Pemantauan dan pengendalian perbendaharaan dan kas
keuangan daerah;
6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
a. Sub Bidang Perbendaharaan; dan

b. Sub Bidang Kas Daerah.

7. Kepala Bidang Akuntansi
Bidang Akuntansi merupakan pelaksana unsur penunjang di
bidang pengelolaan akuntansi, berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Badan.
a. Tugas Kepala Bidang Akuntansi

ﬂ
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Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas perencanaan,

perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan akuntansi

keuangan. )

b. Fungsi Kepala Bidang Akuntansi

1) Pelaksana kebijakan teknis pengelolaan akuntansi
keuangan;

2) Penyusunan program kerja pengelolaan akuntansi
keuangan;

3) Pengelolaan program kerja pengelolaan akuntansi
keuangan;

4) Pengkoordinasi pengelolaan akuntansi keuangan;

5) Pemantauan dan pengendalian pengelolaan akuntansi
keuangan; dan

6) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. Sub Bidang Pembukuan; dan

b. Sub Bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan.

8. Kepala Bidang Aset Daerah
Bidang Aset Daerah merupakan pelaksana unsur penunjang di
bidang pengelolaan aset daerah, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
a. Tugas Kepala Bidang Aset Daerah
Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas perencanaan,
perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan aset daerah.
b. Fungsi Kepala Bidang Aset Daerah
1) Penyusunan program kerja bidang pengelolaan aset
daerah;
2) Pelaksana kebijakan teknis bidang pengelolaan aset
daerah;
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3) Pengkoordinasi perencanaan bidang pengelolaan aset
daerah;

4) Pemantauan, evluasi dan pelaporan bidang pengelolaan
aset daerah; dan

5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Aset Daerah terdiri dari :

a. Sub Bidang Pendataan Aset Daerah;dan

b. Sub Bidang Pemanfaatan Pengamanan Aset Daerah.

10.Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga fungsional
yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang
keahliannya.

b. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja; dan

c. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan

perundang-undangan.

2.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah
KabupatenKaranganyar

B e e e
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2.2 Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar
Sumber Daya Manusia Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar meliputi :
1. Kepegawaian

a. Berdasarkan Penugasan

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Penugasan

NO PENUGASAN JUMLAH

Kepala Dinas 1

2 Sekretaris 14
Bidang Pendataan, Pengolahan dan 13
Penetapan

4 Bidang Penagihan, Keberatan dan 8
Pemeriksaan Pajak

5 Bidang Anggaran 74

6 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 9

7 Bidang Akuntansi 6

8 Bidang Aset Daerah 10

Jumlah 67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

b. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah
Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

NO | IJAZAH/PENDIDIKAN | Laki-Laki | Perempuan | JUMLAH
1 | S3 (Doktor) - - -
2 | S2 (Pasca Sarjana) 11 10 2
3 | S1 (Sarjana) 17 12 29
4 | D3 (Sarjana Muda) 4 3 7
5 |SLTA / SMU / SMK i 2 9
6 | SMP - - -
T ol B 1 - 1

[ E—————eeeen e S e 5P R
e (e e C e |
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Jumlah 40 27 67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023
c. Pangkat/Golongan Ruang Gaji

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Pangkat/Golongan

Golongan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah
v 9 4 13
111 22 24 46
II S 2 7
I 1 - 1
Jumlah 37 30 67

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

d. Tenaga Kontrak
Dalam melaksanakan tugasnya BKD Kabupaten Karanganyar

mengangkat tenaga kontrak sebanyak 250 orang.

—_—__—___w—_—ﬁ———-——#
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Tabel 2. 4 Rekapitulasi Sarana Prasarana

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Kondisi
No Nama Baik | Rusak | Jumlah
1 AC Unit 51 ol
2 AC Split 18 18
3 Acces Point 12 12
+ Alat Kantor Lainnya 4 B
S Alat Komunikasi Sosial Lainnya 11 11
6 Alat Pembersih lainnya -4 4
7 Alat Komunikasi Telp Lainnya 1 1
8 Alat Pemadam Lainnya 1 1
9 Alat Pemadam Portable 2 2
10 Alat Penghancur Kertas i1 i
11 Alat Penyimpanan Lainnya 3 3
12 | Alat Rumah Tangga Lainnya 12 12
13 | Alat Ukur Lainnya 4 4
14 | Almari Besi/Metal 53 53
15 Amplifier 1 1
16 Bangku Tunggu 20 20
17 Brandkas 5 S
18 Camera Film 2
19 | Camera Video 1 1
20 Camera+Attachment 12 12
21 Card Wirelaess LAN 1 1
22 Cassete Recorder 2 2
23 | Daun Pintu Alminium 1 1
24 Daun Pintu Alminium 1 1
28 Disk Pack 1t 1
26 Dispay 2 2
27 | Dispencer 9 9
28 Exhauster Fan 3 3
29 External 1 1
30 Facsimile 1 1
31 Filling Besi/Metal o Q7
32 | Gergaji 2 2
33 | Gerobak Dorong 8 8
34 Global Postioning System 6 6
35 | Handy Cam 4 4
36 | Harddisk 15 15
37 Hiasan Dinding 45 45
38 | Internet 1 1

#
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39 | Hub. 8 8
40 | Jam Elecktronik 9 9
41 Karpet s 4
Kendaraan Bermotor Khusus

42 Lainnya 3 3
43 | Keyboard 127 127
44 Kipas Angin 3 2
45 Kompor Gas 1 1
46 Kitchen Set 1 1
47 Korden 1 1
48 | Komputer Unit /Jaringan Lainnya 1 1
49 | Kursi Besi / Metal 109 109
50 Kursi biasa 177 177
51 Kursi Kayu / Rotan 6 6
52 Kursi Kerja Pejabat 28 28
53 | Kursi Putar 19 19
54 Kursi Rapat 56 56
55 | Kursi Rapat Pejabat 7 7
56 | Kursi Tamu 25 25
57 |Lap Top 30 30
58 | Lemari & arsip Pejabat Lainnya - 4
59 Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis 8 8
60 Lemari Buku untuk Perpustakaan 3 3
61 Lemari Es 2 2
62 | Lemari Kaca 6 6
63 Lemari Kayu 26 26
64 | Loudspeker 3 3
65 Lensa Kamera 3 3
66 M.Penghisap Debu 4 4
67 | M.Potong Rumput 1 1
68 | Mainframe 1 1
69 | Megaphone 4 4
70 Meja 1/2 Biro 9 9
71 | Meja Kayu /Rotan 22 22
79 | Meja Kerja Pejabat 30 30
73 | Meja Kerja Pejabat Eselon Ii 1 1
74 | Meja Kerja Pejabat Eselon lii 4 4
75 | Meja Kerja Pejabat Eselon Iv 13 13
76 | Meja Panjang 4 4
77 | Meja Komputer 15 15
78 | Meja Rapat 71 !
79 | Meja Resepsionis 1 1
80 | Meja Tambahan 4 5 9

#
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81 Meja Telepon 5 5
82 | Meja Tulis 0 0
83 | Mesin Absensi 2 2
84 | Mesin Cuci 1 1
85 | Mesin Foto Copy Uk.Folio 1 1
86 | Mesin Foto Copy K.Biasa 1 1
87 Mesin Hitung Manual 6 6
88 | Mesin Kalkulator 3 3
89 Mesin Tik Man (11-13) 1 1
90 Mesin Tik Listrik Standrt 1 1
91 Mesin Tik Lainnya 2 2
92 Meubelair Lainnya 4 4
93 Microphone 34 34
94 Mimbar / Podium 1 1
95 | Mini Komputer 6 6
96 | Modem 5 5
97 Note Book 18 18
98 | Monitor 8 8
99 Overhead Projector 0 0
100 | P.C. Unit 127 127
101 | Papan Nama Instansi 1 1
102 | Peralatan Mini komputer Lainnya 4 4
103 | Peralatan Jaringan Lainnya 1 1
104 | Peralatan Personal Komp. Lainnya 20 20
105 | Peralatan Studio Visual 10 10
106 | Perkakas Kantor ) 2
107 | Perforator Besar 1 1
108 |Pick Up 1 1
109 | Personal Komputer Lainya 9 9
110 | Pompa Air 1 1
111 | Plotter 1 1
112 | Portable Generating Set 1 1
113 | Printer 131 131
114 | Proyektor+Attachment 8 8
115 | Rak Besi / Metal 41 41
116 | Rotary Filling 2 2
117 |Rak TV 1 1
118 | Scanner 10 10
119 | Senter 0 0
120 | Sepeda Motor 54 54
121 | Sepeda Motor Gerobak 0 0
122 | Server 6 6
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123 | Sketsel / Penyekat 1 1
124 | Software ) 2
125 | Sound System 2 2
126 | Speaker 3 3
127 | Station Wagon 16 16
128 | Stabilizer 1 1
129 | Televisi 24 04
130 | Tangga Almunium 2 2
131 | Tustel 1 1
132 | Timbangan Barang 1

133 | Ware Less 1

134 | Unit Power Supply 46 46

Sumber : Badan Keuangan Daerah Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten

Karanganyar

Badan Keuangan Daerah merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten
otonomi daerah,

melaksanakan urusan

Karanganyar yang
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat
daerah, kepegawaian, dan melaksanakan urusan rumah tangga
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan,
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan pelimpahan
wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Karanganyar.
Sebagaimana telah dibahas pada sub bab di atas, Badan Keuangan
Daerah sebagai OPD yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan
pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi,yang ditangani adalah
pelayanan pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset
daerah.

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah selama
periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 dilakukan
dengan mengukur capaianindikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat
ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari
unsur masukan, proses, keluaran, dan hasil yang menggambarkan
tingkat capaian Kkinerja program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan.

ﬂ
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Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2019-2020
Kabupaten Karanganyar

DATA
CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR Tm TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Program Pelayanan Cakupan Pelayanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran 100% 100% 100% 100%
Penyediaan jasa surat | Penyediaan jasa
menyurat surat menyurat 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa Penyediaan jasa
komunikasi, sumber komunikasi, sumber
daya air dan listrik daya air dan listrik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan jasa Penyediaan jasa
kebersihan kantor kebersihan kantor
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan alat tulis Penyediaan alat tulis
kantor kantor 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Penyediaan makanan Penyediaan makanan
dan minuman dan minuman { Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1Tahun | 1 Tahun
Rapat-rapat koordinasi | Pelaksanaan rapat-
dan konsultasi ke rapat koordinasi dan
dalam/luar daerah konsultasi ke dalam/
luar daerah 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Program Peningkatan | Cakupan Pelayanan
Sarana dan Prasarana | Sarana Prasarana
Aparatur 100% 100% 100% 100%
pengadaan Kendaraan | Jumlah pengadaan
dinas/operasional kendaraan dinas / 3
operasional 3 3 Kendara 3 g
P Kendaraa | Kendaraa - Kendaraa | Kendaraan
n Dinas n Dinas . n Dinas Dinas
Dinas
Pengadaan Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung perlengkapan gedung
kantor kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR TP,ADmAm TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
AN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan 7 Set
komputer 7 Set 7 Set Eiinbit 7 Set 7 Set
Komputer | Komputer erp Komputer | Komputer
Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/
rutin/berkala gedung | berkala gedung 1 Tahun | 1Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
kantor kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/
rutin/berkala berkala kendaraan 14 15 14 14 14
kendaraan dinas/ dinas / operasional Kendara
. Kendaraa | Kendaraa Kendaraa | Kendaraan
operasional : ; an . ;
n Dinas n Dinas . n Dinas Dinas
Dinas
Pemeliharaan Pemeliharaan rutin/
rutin/berkala berkala
perlengkapan gedung perlengkapan gedung | 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
kantor kantor
Pemeliharaan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman | Rutin/Berkala
dan Tempat Parkir Taman dan Tempat 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Parkir
Program Peningkatan | Cakupan
Kapasitas Sumber Peningkatan
Daya Aparatur Kapasitas Sumber 100% 100% 100% 100%
Daya Aparatur
Pendidikan dan Meningkatnya
pelatihan formal kinerja aparatur 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Peningkatan SDM Meningkatkan
kualitas sumber
d i i : : 1 1 Kegiatan
YA AR Kegiatan Kegiatan | Kegiatan | Kegiatan &
Program Peningkatan | Persentase Tertip
Pengembangan Pelaporan Capaian
Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan
Capaian Kinerja dan
Keuangan 100% 100% 100% 100%
Penyusunan laporan Tersusunnya laporan
capaian kinerja dan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi penatausahaan
kinerja SKPD 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Penyusunan Pelaporan | Tersedianya buku
Keuangan Semesteran | laporan keuangan
semesteran 43 OPD 43 OFD 43 OPD 43 OPD 43 OPD
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR B surcn TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan pelaporan | Terwujudnya
keuangan akhir tahun | administrasi 3
keuangan yang baik | 3 Laporan | 3 Laporan Laporan 3 Laporan | 3 Laporan
Pengembangan Sistem | Terlaksananya 18 OPD 18 OPD .5
Akuntansi pengembangan SDM ,5 UPT UPT ’ 18 OPD ,5
dan pengembangan Dinkes, Ditikes UPT
akuntansi keuangan | 43 43 15 SLTP 15 SL’I‘I;’ Dinkes, 15
OPD,Pusk | OPD,Pusk | dan 4 dai 4 SLTP dan
esmas,UP | esmas,UP Koordin Koordinat 3
T,SLTP T,SLTP ator oF Koordinator
e/ | ecfupr | KeeruPT
Dikbud | Dikbud :
Asistensi Pengelolaan | Tertib administrasi 18 OPD 18 OPD 5
SDM Keuangan keuangan daerah ,5 UPT UPT ' 18 OPD ,5
Daerah Dinkes, Dinkes UPT
43 15 SLTP : Dinkes, 15
OPD'Pusk dan 4 | '2SUTP | ‘S1TPdan
9 OPD : dan 4
esmas,UP Koordin Koordinat 4
T'SLTP ator oF Koordinator
KeefUP | ecfupr | KeeruPT
Dikbud Dikbud
Penyusunan Renstra Tersusunnya
OPD Dokumen Rencana
Strategis BKD Tahun
2019-2023 - 1 Buku 0 0 0
Program Peningkatan | Cakupan
dan Pengembangan Peningkatan dan
Pengelolaan Pengembangan
keuangan Daerah Keuangan Daerah 100% 100% 100% 100%
Penyusunan / Tersedianya buku
Penyempurnaan Perbub Kebijakan Berbub
Kebijakan Akuntansi | Akuntansi Perbub kebijala Perbub Perbub
dan Sistem Akuntansi | Pemerintah Daerah kebijakan | 5o OPD, n kebijakan kebijakan
Pemerintah Daerah gl;Entanm PUSKESM | akuntan akudr;t:nm akuntansi
AS, SLTP si dan dan Perbub
Perbub Perbulbs Perbub SAPD
SAPD SAPD SAPD
Penyusunan Sistem Tersedianya
dan Prosedur pengelolaan
Pengelolaan Keuangan | keuangan yang 500
Daerah sistematis dan 1 Perbub | 1 Perbub buky | 200 buku | 200 buku
akuntable u
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR it TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Penerbitan dan Tersedianya surat
Fasilitasi Pengelolaan Terwujudnya sistem
Sistem Pendapatan informasi
Daerah pengelolaan
endapatan daerah
Eang rﬁemadahi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Pemutakhiran data Terlaksananya
obyek dan subyek pemuthakhiran Data
pajak daerah Objek dan Subjek . . . . .
Subyek pajak daerah 8 pajak 8 pajak 8 pajak 8 pajak 8 pajak
daerah daerah daerah daerah daerah
Pengelolaan BPHTB Terlakananya
pengelolaan PD 100% 100% | 1603 | 15:603.001 15 603.000
Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan Sarana
Reklame Reklame dengan baik
1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Adminstrasi Terwujudnya {irEia
Pengelolaan Kas pengelolaan kas Pogis Kas
Daerah dan Deposito daerah dan deposito : ; ;
yang akuntable Daf:rah 1 Tahun 12 kali 12 kali 12 kali
setiap
Tahun
Penyusunan Laporan Persentase laporan
Keuangan Pemerintah | keuangan OPD
Daerah lengkap dan tepat 900 Buku | 900 Buku | 90% 90% 90%
waktu
Penyusunan laporan Terlaksananya cetak
data gaji Kabupaten daftra gaji PNS se 10835 ‘ 10835 _ 10.835 10.835
Karanganyar Kabupaten pegawai / | pegawai / PNS PNS 10.835 PNS
1 Tahun 1 Tahun
Administrasi Terwujudnya tertib
Penertiban dan administrasi
Pengelolaan SP2D pengelolaan &1
keuangan Tahun 61 SKPD | 61 SKPD skpp | ©1 SKPD | 61 SKPD
2019
Intensifiksi dan Terwujudnya
Ekstensifikasi administrasi tentang
Pengelolaan Pajak piutang PBB yang
tertib dan akuntable 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku 1 buku

e ————————
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR B i TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 o9 10 11
Evaluasi dan Terwujudnya tertib
Pelaporan Dana Pusat | administrasi
dan Daerah pelaporan dana
pusat dan daerah 1 Tahun | 1Tahun | 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Administrasi Terwujudnya
komputerisasi gaji dan | penggajian yang Daftar
takan daf ji :
BEAGian RAlaraRL | EAb S ireh O Gaji6l  [61SKPD | (OL | 61SKPD | 61 SKPD
SKPD
Pemeliharaan Basis Terwujudnya akurasi
data Obyek dan data obyek dan 1000 1000
subyek PBB subyek pajak PBB ngb Wa_t_ub 700 WP 700 WP 700 WP
Pajak Pajak
PBB P-2 PBB P-2
Pembinaan wilayah Terwujudnya
pungutan PBB optimalisasi 17 17 17 17 17
penerimaan PBB Kecamata | Kecamata | Kecamat | Kecamata W sEatEtaR
n n an n
Rekonsiliasi data Tertib administrasi 43 OPD 43 OPD 5
Akuntansi Keuangan data keuangan ,5 UPT ’ 43 OPD ,5
: UPT
dan Non Keuangan Dinkes, Pinikes UPT
43 43 15 SLTP 15 SLTI;’ Dinkes, 15
OPD,Pusk | OPD,Pusk dan 4 SLTP dan
: dan 4
esmas,UP | esmas,UP | Koordin Kecriiniat Bl
T,SLTP T,SLTP ator - Koordinator
Kec/UP Kec/UPT Ke_c;’UPT
T Dikbud Dikbud
Dikbud
Percepatan Terpenuhinya target
pemasukan pajak pemasukan pajak
daerah daerah tahun 2019 | $09:000 ] 405.000 1} 4,4 6500 | 410.000 | 410.000
Wajib Wajib WP WP WP
Pajak Pajak
Pengembangan Sistem | Terwujudnya
E-Government kemudahan akses
Jaringan Dokimentasi | informasi
dan Informasi Tentang | pengelolaan
Pendapatan, Belanja, keuanagan daerah
Peraturan Daerah
Pajak dan Retribusi
Serta Informasi
Lainnya 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
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DATA

CAPAIAN
I
PROG DAN INDIKATOR TPADA TARGET REALISAS
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Pencetakan stiker Tercapainya
pajak reklame peningkatan 7.300 7.300 7.500 | 7.500 7.500
penerimaan pajak lembar lembar lembar lembar lembar
reklame
Sosialisasi Pajak Terwujudnya
daerah pemahaman
masyarakat terhadap | 200 80% 8 pajak 8 pajak 8 pajak
pajak daerah peserta ®| daerah daerah daerah
Administrasi Terwujudnya
keberatan pajak pelayanan pajak
daerah daerah yang optimal | 1 Tahun 1 Tahun 100 WP 100 WP 100 WP
Pengelolaan Terwujudnya
pemeriksaan pajak pengelolaan pajak T
daerah yang tertib 100 WP 1 Tahun 100 WP 100 WP 100 WP
Pendataan dan Terdatanya jumlah
Pengelolaan PPJ untuk | penerimaan dan
Peningkatan PAD beban pajak
penerangan jalan 6 6 6 6 6
umum Kecamata | Kecamata | Kecamat | Kecamata Kecamaian
n n an n
Cetak Massal SPPT Tercapainya target
EBR-P2 penerimaan PBBP2 | 434330 | 419751 | 433.230 | 433239 | 433230
SPPT SPPT SPPT SPPT SPPT
Fasilitasi Pelayanan Terwujudnya
Pajak Daerah peningkatan
pelayanan pajak
daerah yang tertib 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Peningkatan Terwujudnya
manajemen manajemen
pengelolaan pengelolaan pajak
pendapatan daerah daerah yang efektif 1 Tahun | 1 Tahun 75 ASN 75 ASN 75 ASN
dan optimal
Fasilitasi pengurusan Dokumen
pinjaman daerah administrasi 1 1
pinjaman daerah kegiatan kegiatan 0 0 0
Penataan penggajian Terwujudnya tertib
PNS Kabupaten administrasi gaji Penggajia
Karanganyar Kabupaten n PNS 61
Karanganyar untuk 61 61 OPD SKPD 61 SKPD 61 SKPD
OPD

E=Siaaaaaeeeeeeeee—————
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR B s TARGET REALIBAN
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
NAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 T 8 9 10 11
Penyusunan Dokumen | Terwujudnya
Perencanaan dan administrasi
Pelaporan dokumen
perencanaan dan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
pelaporan kegiatan
Penelitian dan Terwujudnya
pemeriksaan tingkat openingkatan PAD
lanjut sebagai upaya dari sektor pajak
peningkatan PAD dari | daerah melalui
sektor pajak pemeriksaan WP Lyahun = | i Tahun | 120wWP | 120wP | 120 wp
tidak taat pajak 50 WP
Peningkatan Terwujudnya
kesadaran akan pemahaman
kepatuhan masyarakat akan Pendapat Pendapa | Pendapat —
pembayaran pajak pentingnya pajak an 1 1 Tahun tan 1 an 1 s
daerah daerah Tahun Tahun Tahun 1 Takun
Penyusunan dan Tersusunnya buku
Cetak Peraturan Perda TGR derah
Daerah Tentang TGR nign
Daerah -
1 PERDA buku 225 buku 225 buku
Fasilitasi dan Terbayarnya
Pelaporan Data Profesi | tunjangan profesi 4320 4320
Guru guru tepat waktu 1 Tahun 1 Tahun st Gura 4320 Guru
Bimbingan Teknis Peningkatan 43 OPD 43 OPD 5
Akuntansi Keuangan kompetensi bagi OPD ;5 UPT UPT ! 43 OPD ,5
Daerah 43 PPK 43 OPD Dinkes, Dinkes UPT
SKPD, 21 4 15 SLTP °%: | Dinkes, 15
PUSKESM 15 SLTP
Bendahar dan 4 SLTP dan
AS, UPT, : dan 4
a Koordin . 4
SLTP, Koordinat :
Puskesma DESA ator or Koordinator
s Kec/UP Kec/UPT
Kec/UPT ;
7% Dikbud Dikbud
Dikbud
Penertipan pajak Terwujudnya
reklame penegakan hukum
dan aturan mengenai
pengelolaan pajak 17 17 17 17 17
reklame gecamata Eecamata chaa;nat Kecar_:nata Kebamatan




DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR Tm TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
BAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Administrasi Cash Termonitoringnya Administr
Management On Line transfer dana ke asi Cash
rekening kas umum | Managem
daerah st On 1 Tahun 1 Tahun | 1 Tahun 1 Tahun
Line 1
Tahun
Penanganan Terwujudnya
permasalahan TPTGR | penyelesaian
Keuangan Barang permasalahan 85
Dacrah TPTGR 61 SKPD 61 SKPD Vastie 55 kasus 55 kasus
Fasilitasi Penyampaian | Tercapainya
SPPT PBB-P2 optimalisasi
perertranan DB PG 95% 95% 43362044 433b2044‘0 433‘2044.00
Penataan dan Terwujudnya
Pengelolaan Arsip kerapian dan
keamanan arsi
i m— yang%;:ik 21.796 | 21.796 Dzolkzgnﬁm 21796 21796
Dokumen | Dokumen e Dokumen | Dokumen
Penyusunan Pelaporan | Tertib administrasi
Pendapatan Daerah pendapatan daerah 200 200 200 200
Laporan laporan laporan laporan
Pengembangan Peta Terlaksananya
PBB online berbasis pengembangan Peta
Web PBB online berbasis 0 0 1 1 1 Kesiat
Web Kegiatan | Kegiatan FRIRAR
Penyusunan Laporan Tersusunnya laporan
Keuangan (LK) PPKD keuangan PPKD yang LK
tepat waktu dan LK PPKD ppkp | LK PPKD | LK PPKD
akuntable Tahun 0| Tahun Tahun Tahun
2018 2019 2019 2019
Fasilitasi Pinjaman Tersedianya
Daerah anggaran biaya
pokok angsuran dan
bunga pinjaman
daerah = 0 0 0 0
Program Pengelolaan | Persentase Asset
Aset Daerah Daerah yang
dikelola dengan 100% 100% 100%
baik
Penyusunan Standar Tersedianya buku 290
Satuan Harga. standar biaya buku/3 0 290 290 290 buku
: buku buku
kegiatan
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR i TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
HAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Pengelolaan Barang Persentase laporan
Milik Daerah. Aset sesuai SAP 0 0 80% 80% 80%
Rekonsiliasi data BMD | Data aset untuk
LKPD 43 OPD 0] 43 OPD 43 OFD 43 OPD
Pemutakhiran data Pemeliharaan
Pengelolaan Gedung Pemeliharaan dan
Wanita pengamanan Gedung
Wanita 1 tahun 0] 1tahun 1 tahun 1 tahun
Peningkatan kapasitas | Terlaksananya
Sumber Daya Manusia | kegiatan capacity
pengelola barang milik | building bagi
daerah pengurus barang 1 1 1 o
Kegiatan 9 Kegiatan | Kegiatan L icgataa
Pemanfaatan, Tertib administrasi
pengamanan dan dan terkendalinya
pemeliharaan BMD data pemanfaatan,
pengamanan dan
pemeliharaan 1
ik 0 | 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
egiatan
Penyusunan Peraturan | Penyusunan Perda
Tentang Barang Milik dan Perbub
Daerah. 150
150 buku 0 bl 150 buku 150 buku
Pelaksanaan lelang Lelang tanah eks
tanah Milik Pemda bondo desa
yang berasal dari
tanah Kas Desa yang
berubah statusnya 14
menjadi Kelurahan 14 0| kelurah 14 14
kelurahan e;z;a kelurahan | kelurahan
Sensus Barang Milik Sensus Barang Milik
Daerah (KIB A, Daerah (KIB A,
B,C,.D,E,dan F B,C,D,E,dan F 0
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DATA

CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR TPIAD“I“JH TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
HAAN 2019 2020 2019 2020
5 6 7 8 9 10 11
Penghapusan dan Kegiatan
Pemindahtanganan penghapusan dan
BMD. Penaksiran.
Pemindahtanganan
BMD berupa :
penjualan,
penyertaan modal, - 0| 420PD | 42 OPD 42 OPD
dan tukar menukar
Digitalisasi Arsip Digitalisasi Arsip
Dokumen Kepemilikan | Dokumen
Aset. Kepemilikan Aset, 4 4 4
- 0 | Kelurah | Keluraha Kilirahai
an n
Program Perencanaan | Ketepatan
Penganggaran Penyusunan APBD Tepat Tepat Tepat
Waktu Waktu Waktu
Penyusunan APBD Tersedianya buku
tahun berjalan pedoman APBD TA. 150 set 150 set 150 set
2019 150 Set 0 buku buku buku APBD
APBD APBD
Rapat koordinasi Tercapainya target
Bidang Perencanan realisasi pendapatan
Pengelolaan daerah yang tepat
Pendapatan Daerah
Kabupaten ; ; ;
2 kali 2 kali 2 kali
Raranganyar G0 Buleu 0 kegiatan | kegiatan kegiatan
Penyusunan Persentase APBD
perubahan APBD dengan RKPD
tahun berjalan 0 90% 90% 90% 90%
Penyusunan APBD Tersedianya buku
tahun rencana pedoman APBD TA,
Pengelolaan Terwujudnya tertib
administrasi belanja administrasi
bantuan pengelolaan belanja 12 kali 12 kali 12 kali
hentuas 1 Tahun 0 kegiatan | kegiatan kegiatan

m
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DATA
CAPAIAN
PROGRAM DAN INDIKATOR T%D‘fn TARGET REALISASI
KEGIATAN PROGRAM AWAL
PERENCA
o 2019 2020 2019 2020
5 6 8 9 10 11
Pengendalian dan Terwujudnya akurasi
Evaluasi Anggaran data sesuai RKPD Kegiati
Pendapatan dan Aﬁchia ? 0 4 kali 4 kali 4 kali
Belanja g Kegiatan | Kegiatan Kegiatan
Verifikasi DPA dan Tersedianya DPA dan
DPA Perubahan OPD DPA perubahan yang
valid dan sesuai
dengan pedoman DPA- DPA-
pengelolaan 60 SKPD 0 SKPD SKPD DPA-SKPD
keuangan PPKD PPKD PPKD
Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2022
Kabupaten Karanganyar

Program/kegiatan/Sub | Indikator/Program/keg TARGET REALISASI
Kegiatan iatan/Sub Kegiatan 2021 2022 2021 2022
(1) (2) (4) (S) (7) (8)

PROGRAM Nilai Sakip

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN 68 69 70,66 70,88

DAERAH

Perencanaan, Tercapainya

Penganggaran dan Perencanaan, dan

Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Terwujudnya

Perencanaan Perangkat | administrasi dokumen

daerah perencanaan dan
pelaporan kegiatan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
dengan baik

Koordinasi dan Tersusunnya laporan

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan

Capaian Kinerja dan penatausahaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Administrasi Keuangan | Tertib Administrasi

Perangkat Daerah Keuangan Perangkat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah

Penyediaan Gaji dan Tersedianya dokumen

Tunjangan ASN gaji dan tunjangan ASN 14 kali 14 kali 14 kali 14 kali
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Koordinasi dan Terwujudnya

Penyusunan Laporan administrasi keuangan

Keuangan Akhir tahun yang baik 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

SKPD

Administrasi Tertib Administrasi

Kepegawaian Kepegawaian Perangkat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Perangkat Daerah Daerah

Pendidikan dan Meningkatkan kinerja

Featinsan Fogawal apovalir 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Berdasarakan Tugas

dan Fungsi

Administrasi Umum Tertib Administrasi

Perangkat Daerah Umum Perangkat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Daerah

Penyediaan Peralatan Pengadaan

dan Perlengkapan perlengkapan gedung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Kantor kantor

Penyediaan Bahan Penyediaan jasa

Logistik Kantor kebersihan kantor 1 Tahusg 1 Tahon Linhpn b B

Penyelenggaraan Rapat | Penyediaan makanan

Koordinasi dan dan minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Rapat-rapat koordinasi

Dinamis pada SKPD dan konsultasi ke 21796 1 Tah 21796 1 Tah
dalam/luar daerah Dokumen aaun Dokumen At

Dukungan Pelaksanaan | Terwujudnya kerapian

Sistem Pemerintahan dan keamanan

Berbasis Elektronik arsip/dokumen yang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

pada SKPD baik

Pengadaan Barang Terwujudnya

Milik Daerah kemudahan akses

Penunjang Urusan informasi pengelolaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Pemerintah Daerah keuangan daerah

Pengadaan Kendaraan Terlaksananya

Dinas Operasional atau | Pengadaan Barang 1 Kendaraan . 1 .

Lapangan Milik Daerah Pengangkut 5 Unit Kendaraan 5 Unit
Penunjang Urusan Barang Kendaraan | Pengangku | Kendaraan
Pemerintah Daerah t Barang

Penyediaan Jasa Pengadaan Kendaraan

Penunjang Urusan dinas/operasional 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa surat Tersedianya Jasa

menyurat Penunjang Urusan
Petvieriritahian Dacrih 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Penyediaan jasa Penyediaan jasa surat

komunikasi, sumber menyurat 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Penyediaan jasa

Peralatan dan komunikasi, sumber 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Perlengkapan Kantor daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Penyediaan alat tulis

Pelayanan Umum kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Kantor

Pemeliharaan Barang Terlaksananya

Milik Daerah Pemeliharaan

Penunjang Urusan Rutin/Berkala Barang

Pemerintahan Daerah | Milik Daerah Urusan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Pemerintahan Daerah

R e
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Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Pemeliharaan, Biaya rutin/berkala

Pemeliharaan, Pajak, kendaraan 14

dan Perizinan dinas/operasional 3 ngi';lc;a;'raan Kenc};raan Kendaraan Kenc}:raan

Kendaraan Dinas Dinas

Operasional atau

Lapangan

Pemeliharaan Peralatan | Pemeliharaan

dan Mesin Lainnya ;‘g‘g:ﬁ;ﬁﬁ —— 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
kantor

Pemeliharaan/Rehabilit | Pemeliharaan

asi Gedung Kantor dan rutin/berkala gedung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Bangunan Lainnya kantor

Pemeliharaan Pemeliharaan

/Rehabilitasi Sarana Rutin/Berkala Taman

dan Prasarana Gedung | dan Tempat Parkir 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Kantor atau Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilit | Terpeliharanya sarana

asi Sarana dan reklame dengan baik

Prasarana Pendukung 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

PROGRAM Terwujudnya

PENGELOLAAN pengelolaan keuangan

KEUANGAN DAERAH daerah yang efektif,
efisien, transparan dan 100% 100% 100% 100%
akuntabel

Koordinasi dan Terlaksananya

Penyusunan Rencana Koordinasi dan

Anggaran Daerah Penyusunan Rencana 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Anggaran Daerah

Koordinasi dan Tersedianya buku

Penyusunan KUA dan pedoman APBD TA. 140 set 125 set 140 set 125 set

PPAS 2019

Koordinasi dan Terlaksananya

Penyusunan perubahan | penyusunan KUA 140 set 125 set 140 set 125 set

KUA dan PPAS perubahan PPAS

Koordinasi, Penyusunan | Tersediannya RKA yang

dan Verifikasi RKA- valid dan sesuai

SKPD dengan pedoman
pengelolaan keuangan 60 SKPD 41 OPD 60 SKPD 41 OPD

Koordinasi, Penyusunan | Tersediannya RKA

dan Verifikasi perubahan yang valid

Perubahan RKA-SKPD dan sesuai dengan
pedoman pengelolaan 60 SKPD 41 OPD 60 SKPD 41 OPD
keuangan

Koordinasi, Penyusunan | Tersediannya DPA yang

dan Verifikasi DPA- valid dan sesuai

SKPD dengan pedoman
pengelolaan keuangan 60 SKPD 41 OPD 60 SKPD 41 OPD

Koordinasi, Penyusunan | Tersediannya

dan Verifikasi Perubahan DPA yang

Perubahan DPA-SKPD valid dan sesuai
dengan pedoman 60 SKPD 41 OPD 60 SKPD 41 OPD
pengelolaan keuangan
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Koordinasi dan
Penyusunan Peraturan

Tersedianya buku
pedoman APBD TA.

Daerah tentang APBD | 2019 140 set buku 125 1; Okﬁf‘ 125
dan Peraturan Kepala APBD Dokumen AEBD Dokumen
Daerah tentang
Penjabaran APBD
Koordinasi dan Tersedianya buku
Penyusunan peraturan pedoman APBD TA.
daerah tentang 2019
perubahan APBD dan 125 125
Peraturan Kepala 190 5ct Dokumen LA et Dokumen
Daerah tentang
penjabaran perubahan
APBD
Koordinasi Perencanaan | Terlaaksananya
Anggaran Pendapatan perencanaan anggaran 2 kali 2 kali
pendapatan kegiatan 11 OFD kegiatan 11.QFD

;{gordmas;} plere_ncanaan Ter}aksaninfa _ 4 kali 4 kali

ggaran belanja anggaran belanja ; 41 OPD : 41 OPD
daerah dasrah Kegiatan Kegiatan
Koordinasi dan Terwujudnya
Pengelolaan pengelolaan keuangan
Perbendaharaan daerah yang efektif,
Daerah efisien, transparan dan 100% 100% 100% 100%

akuntabel
Penyiapan pelaksanaan | Terselenggaraan
pengendalian dan kegiatan penerbitan
penerbitan anggaran dan verifikasi anggaran 61 SKPD 41 OPD 61 SKPD 41 OPD
kas dan SPD kas dan SPD
Koordinasi, fasilitasi, Terwujudnya tertib
asistensi, sinkronisasi, administrasi pelaporan
supervisi, monitoring, dana pusat dan daerah
dan evaluasi 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
pengelolaan dana
perimbangan dan
transfer lainnya
Koordinasi pelaksanaan | Terlaksananya kegiatan
kerjasama dan pemeantauan transaksi
pemantauan transaksi npn tunai daegan tertib
non-tunai dengan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
lembaga keuangan bank
dan lembaga keuangan
bukan bank
Koordinasi dan Tercetaknya daftar gaji,
penyusunan laporan laporan pertanggaung
realisasi penerimaan jawaban perhitungan
dan pengeluaran kasda | pihak ketiga (PFK)
laporan aliran kas dan
pelaksanaan 61 SKPD 41 OPD 61 SKPD 41 OPD
pemungutan/pemotong
an dan penyetoran
perhitungan fihak ketiga
(PFK)
Koordinasi pelaksanaan | Terselenggaraan
piutang dan utang kegiatan pengelolaan
daerah yang timbul kas daerah dan
akibat pengelolaan kas penenpatan uang
pelaksanaan analisis daerah /deposito 12 kali 1 Tahun 12 kali 1 Tahun
pembiayaan dan
penempatan uang
daerah sebagai
optimalisasi kas
e ————————————————————
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Rekonsiliasi data
penerimaan dan
pengeluaran kas serta

Tercetak register advis
SP2D

pemungutan dan 61 SKPD 41 OPD 61 SKPD 41 OPD
pemotongan atas SP2D
dengan instansi terkait
Penyusunan Petunjuk Terselenggaranya
Teknis Administrasi kegiatan penyusunan
Keuangan yang sisdur pengelolaan
Berkaitan Dengan keuangan / teknis
Penerimaan dan administrasi keuangan 200 buku 1 Sisdur 200 buku 1 Sisdur
Pengeluaran Kas Serta
penatausahaan dan
Pertanggungjawaban
Sub kegiatan
Pembinaan Terlaksananya
penatausahaan pembinaan bendahara
Keuangan Pemerintah gaji se- kabuapten 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun
Kabupaten/Kota Karanganyar
Koordinasi dan Terwujudnya Pelaporan
Pelaksanaan Akuntansi | Keuangan dan
dan Pelaporan Terlaksananya
Keuangan Daerah Administrasi data

yang Efektif, Efisien, 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

Transparan, dan

Akuntabel
Rekonsiliasi dan Tertib administrasi 43 OPD 4
Verifikasi Aset, data keuangan 43 OPD ,4 UPT
Kewajiban, Ekuitas, UPT Dinkes, Dinkes, 14
Belanja, Pembiayaan, 14 SLTP dan SLTP dan
Pendapatan-LO dan 4 Koordinator S 0FD 4 LD
Beban Kec/UPT Koordinato

Dikbud r Kec/UPT
Dikbud
Koordinasi Penyusunan | Tersusunnya laporan
Laporan keuangan sementara
Pertanggungjawaban OPD
Palalksanaan APBD 43 OPD 41 OPD 43 OPD 41 OPD
Bulanan, Triwulan dan
Semesteran
Koordinasi dan Tersusunnya
penyusunan rancangan | LKPD/Perda
peraturan daerah Pertanggungjawaban
tentang Pelaksanaan APBD
pertanggungjawaban Tepat Waktu dan
peinksanaan APBD Akuntabel 90% 1100 Buku 90% 1100 Buku
Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Analisis Tersusunya buku
: LK PPKD
Laporan analis LKPD LK PPKD
Pertanggungjawaban Tahun 2019 41 OPD Tzaglugn 41 OPD
Pelaksanaan APBD
Penyusunan Kebijakan Tersusunnya perbub Perbub
dan Panduan Teknis kebijakan akuntansi Perbub 100 kebijakan 100
Operasional pemerintah daerah kebljakan‘ OPD,UPT, akuntansi OPD,UPT,
Penyelenggaraan akuntansi | piqrEgMA dan PUSKESMA
Akuntansi Pemerintah dan Perbub S Perbub S
Daerah SAPD SAPD
35
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Penyusunan sistem dan
prosedur akuntansi dan

Tersusunnya Perbub
Sistem Akuntansi

pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dan | Perbub SAPD Perbub
Pemda Terlaksananya dan SAPD dan
Pengembangan SDM Pengembanga 41 OPD Pengemba 41 OPD
Akuntansi Keuangan n SDM 43 ngan SDM
Daerah OPD 43 OPD
Pembinaan Akuntansi, Peningkatan kopetensi 43 OPD ,4
Pelaporan dan bagi OPD 43 OPD ,4 UPT
Pertanggungjawaban UPT Dinkes, 41 Dinkes, 14 41
Pemerintah 14 SLTP dan OPD,UPT, SLTP dan OPD,UPT,
Kabupaten/Kota 4 Koordinator | PUSKESMA 4 PUSKESMA
Kec/UPT S Koordinato S
Dikbud r Kec/UPT
Dikbud
Penunjang Urusan Terwujudnya
Kewenangan pengelolaan keuangan
Pengelolaan Keuangan | darah yang efektif ,
Daerah efisien, transparan dan 100% 100% 100% 100%
akuntabel
Analisis Perencanaan Pelunasan kewajiaban
dan pelaksanaan pembayaran bunga
Pembayaran Cicilan pinjaman pemerintah
Pokok dan Bunga daerah selama satu 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun
Pinjaman Pemerintah tahun
daerah
Analisis perencanaan Tersedia alokasi belanja
dan Penyaluran keuangan kepada desa 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun
bantuan Keuangan
Pengelolaan Dana Tersedianya dan untuk
Darurat dan Mendesak kepentingan darurat
atau mendesak yang
dapat dibayarkan
untuk kepentingan 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun
dimaksud dengan tetap
Pengelolaan Dana Bagi Tersedianya alokasi
Hasil Kabupaten/Kota belanja bagi hasil 1 tahun 1 Tahun 1 tahun 1 Tahun
pemerintah ke dasa
PROGRAM Pengelolaan Barang
PENGELOLAAN Milik Daerah yang 5 5 o 5
BARANG MILIK tertib dan akuntabel g0 e 10w 100%
DAERAH
Pengelolaan Barang Terwujudnya
Milik Daerah Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang 90% 90% 100% 100%
tertib dan akuntabel.
Penyusunan Standar Tersusunya Perbup
Satuan Harga terkait Standar satuan 290 buku 1 Perbup 290 buku 1 Perbup
harga
Pentausahaan Barang Pemeliharan aplikasi
Milik Daerah dan data BMD Pada 1 tahun 2 Aplikasi 1 tahun 2 Aplikasi
aplikasi
Inventarisasi Barang Terselenggaranya
Milik daerah investasi B,D/Sensus 42 OPD 41 OPD 42 OPD 41 OPD
Pengamanan Barang Terlaksananya
Milik Daerah SKPD Pengamanan Barang 42 OPD 41 OPD 42 OPD 41 OPD
Milik Daerah
36
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Pengawasan dan

Terselengaranya

Pengendalian pemerintahan gedung -
Pengelolaan Barang gedung dalam
Milik daerah penguasaan pengelola 5 Gedung
BMD dan 1 tahun dan 41 1 tahun S Gedung
dan 41 OPD
terselengaranya OPD
pengawasan
pengelolaan BMD
Optimalisasi Terselengaranya rapat
Penggunaan, dan perjalanan dinas
Pemanfataan, terkait pengahapusan
Pemindahtanganan, dan pemindahtanganan 140 buku 41 OPD 140 buku 41 OPD
Pemusnahan dan BMD
Penghapusan Barang
Milik daerah
Rekonsiliasi dan Data aset untuk LKPD
Penyusunan Laporan 14
Barang Milik Daerah 14 kelurahan 41 OPD T S 41 OPD
pada SKPD
Pembinaan Pengelolaan | Terlaksananya kegiatan
Barang Milik daerah capacity building bagi
pengurus barang 42 OPD 41 OPD 42 OPD 41 OPD
PROGRAM Optimalisasi
PENGELOLAAN Pendapatan Daerah 1 kegiatan 95% 1 kegiatan 100%
PENDAPATAN DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Terwujudnya
Pendapatan Daerah Pengelolaan o o o o
Pendapatan Daerah 95% 95% 100% 100%
yang Tertib.
Perencanaan Terlaksananya
pengelolaan pajak sosialisai pajak daerah ) )
daerah dan terwujudnya 5 9 p?laé( s | 9 Pal-lna(li{
perhitungan pajak 410.000 wp | -acran dan : = o
daerah yang akuntabel 2 Buku WP 2 Buku
Kajian Kajian
Penyediaan Sarana dan | Tercetaknya stiker
Prasarana Pengelolaan pajak reklame 7.400 lembar L YRR 7500
Pajak Daerah lembar lembar lembar
Penilaian Pajak Bumi Terbentunya informasi 450000 450000
dan Bangunan peta PBB online Wajib Pajak Wajib Pajak
Perdesaan dan berbasis Web , , 1300 , 1300
Perkotaan (PBBP2) serta | Tercapainya Berkas Berkas
Bea Perolehan Hak atas | pemutakiran data .200000 .200000
Tanah dan Bangunan BPHTB ke DATA PBB, Wajib Pajak Wajib Pajak
(BPHTB) Terlaksananya 4 ,dan g ,dan
pemeliharaan basis e 450000 3% 450000
data objek pajak bumi SPPT SPPT
dan bangunan dan
Tersampaikan SPPT
PBB P2
Penetapan Wajib Pajak Tercetaknya SPPT PBB 450000 450000
Daerah P2 dan Terwujutnya Lembar Lembar
pemutakiaran data 433,239 SPPT | SPTT dan 9 438:;;1:2’?9 SPTT dan 9
objek dan subjek Pajak Pajak
daerah daerah
Penelitian dan Verifikasi | Terselengaranya 433.239
Data Pelaporan Pajak pengelolaan pajak 433.239 SPPT | 1 Tahun SPPT 1 dsRng
daerah daerah '
Penagihan Pajak daerah | Terselenggaranya
‘;gﬁ;gau“kg;‘";‘;g’;;a“ 17 410000 17 410000
daerah Kecamatan Wajib Pajak | Kecamatan | Wajib Pajak

-
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Penyelesaian Keberatan | Terlaksananya kegiatan

Pajak daerah keberatan dan banding 100 WP 1 Tahun 100 WP 1 Tahun

Pengendalian, Terdatanya jumlah

Pemeriksaan, dan penerimaan dan beban

Pengawasan Pajak pajak penerangan jalan | § Kecamatan 6 6 6

daerah G Kecamatan | Kecamatan | Kecamatan
Berdasarkan Tabel 2.6. dapat diperoleh informasi tentang

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Badan keuangan Daerah dalam

kurun waktu 2018 sampai dengan 2022. Terlihat bahwa yang telah

mencapai target adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar

100% kinerja pelayanan dapat terlaksana. Pada Program lain yaitu

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah juga telah mencapai target

yaitu sebesar 100%

melalui

Managemen Aset Daerah yang telah

dilaksanakan oleh Bidang Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan daerah memiliki target sebesar 95%

sedangkan realisasi pelayanannya mencapai lebih dari 100%.

Renstra BKD 2024-2026

38




9202-%Z0Z a4 ensudy

6¢ )
STO'SET LSI 0S8'€9L 1S1 000 0+8°6S T 000°86E +ST Jojuey SN} Jeje Ueerpadudd 10juey SIN) 1B[E UBBIPIAU]
0S6'€E€T SES SLY 16V LTY 00S'T1+'819 000 8ES 681 I0jues| Ueyrs1aqay esel ueerpakuad I0jues| UBYIsIaqay esel ueerpaiuad

6v6° L6ELBI CE

868 CBE ST 6T

000°SHE'ESH'TE

000°080°955°¢¢

J{LOSI URp Jie BARp IaquIns
“sexrunuioy esel ueeipaduad

HLOSI uep Ire eAep
Joquins ‘Iseyrunuros esel ueerpadusd

001°188° 20T

00L I86°EST

005°'S99°L0C

000°SEL'LOT

JyemnAuaw jeins esel ueeipaiuad

jeinAusur jeins esel ueeipaduad

ueIOjUENIDg ueIO)UBHID
SZ8'0S0'61H'EE ZZLO8Y' H6H°0E | 000°ZHb ILEVYE | 000 T0L vSH'vE 1sensiupmpy uweuedead uednye) 1sensuiupy ueuedeod weidoid
9 S b g z 1
0202 6102 0202 6102
WVIH0Ud JOLVIIANI NVLVIDEN NVd WVIDO0ud

ISVSITVaA

LADAVL

reAueduerey] uajyednqey

0Z0Z-610Z unye], yeiseq uesuensy] uepeqg ueuele[dd ULeUEpPUdd ISesi[edy uep ueredduy

L'C I°,qelL




920Z-¥20Z x4 ensuay

3 i
Jojuey Sunpod
000°'ST6°S08 000°00S°S9 000°00£°218 000°000 #¥1 uedesduapiod ueepeduad yepwnp | Jojues Sunpad uedeyduopiad ueepedusd
reuoiserado /
000°006°0¥L°S 000190 L 000°000°02T 9 000°000°S6L'T seurp ueerepuay ueepeduad yepunpe | [euoiserado/seurp uBeIEpUIY ueepeduad

S80L'SOL'SBLLL

LEL'SPS'IEO’L

000°818°8CY'8

000°665°908%

eueleselg
euelesg ueunede[ed uednyed

anjeredy eueieseld
uep eueles uejeysuiuag weidoid

yelaep
Ien| /urerep a3 ISE}[NSUOY UEP

yelsep Jenj/uwerep

10€°LT0°E11 668" LSEPTE 000'000°SET 000°000°0Z9 1seurp100y jedei-jeder ueeuesyed | 93 Iseynsuoy uep [seurpiooy jeder-jedey
00S'SLEETT 00S"€0S°Z61 000°0£1°L6T 000°0SS°9Z UBWNUIL Uep UeuBeW Ueerpakudd UBWIMUIW UEp UBUENBW UBEIPIAUS]
9 S b £ z I
0202 6102 0z0Z 6102
WVNDOdd OLVIIANI NVLVIOIH NVA WVID0ud
ISVSITVaN LADAVL




9Z02-¥20Z ¥4 ensuay

v - - - -

mmjeredy edeq Iaquing injeredy edeq
00S°LSE8CS £T8'1I6E°CTIV 000°000°919 000°000'0vL seyisedey] uejeySuruog uednye) | 1aquing sejsedey uejeyIurusad urexdoxg
anjred yedua], uep ajred yedwag,
000'6.8'1€ 000'9€1’1C 000°000°0S 000°000°S2 uBWE], B[e3I2g/unny ueeIByI[2WSd UEp UBWE], B[ejlag /unny ueeleyl[awad
Jojuey Sunpo8 uedexsusiiad Jojuey Sunpad
00L'081°9€C 0S9°'€£0°LET 000°00€°20€ 000618 $ZH e[es1oq /unni ueereyiowad | uedexfusirad efexiaq/unnl UBBIEYLaWI]
[euoiselado / SeUIp UBBIEPUD reuotseiado /seurp
805120 +8¢ L09°¢9%°1¢C 000°892°S¥E 000'088°'€8¢E e[e3Iaq /unni ueereyrauag uBRIEpUSY B[E12q /UNI UBBIBYI[2Wd]
Jojuey Jojuey
00S'CSL 18T 08+'2SL'SYT 000'000'66% 000°000°S8S gunped erexraq /Unnl UeBIBYI[PWId Funpad efex1aq/unns ueeIeylPpwad
000°0S0'861 000°009°€61 000°0S6'661 000°006°86¢€ 19yndwoy| ueepeduad yeunp 12ndwoy ueepeduad
9 S 14 € (4 I
0zoz 6102 0zoc 6102T
NVADO0Ud HO.LVIIANI NVLVIOEY NVd NVIDO0Ad
ISVSITVaEA LAEDAVL




9202-¥20Z aXd ensuay

ueIajsaouias Uela)sauuag
0SS°€L9°6 000°000°CT 000°'SZ+'01 000'000°T1 ueduenas uelode] nynq BAURIPISIY, ueguenay uelodedd ueunsniuad
ueeyesnejeuad uep elouny aAd>s eliaury sesipeal 1esnyyt
00L'99L°16 000 €18 ¥L 00269t L01 000°CLY L6 ueredes uelode] eAuunsnsio], | uep eliouni uereded uelode] ueuUNsSNAUJ
ueduenay
ueZuenay elioury uerede) uep el1oury uwerede) uerodejad wIjsis
008°66£°SHT 0SZT 19L°6ST 00Z°618°+92 000°ZL6°STE uelodefaq dijio], asejuasiad ueSuequaSuag wejeySutuag weidold
EBISTIUBLUI
000'STT’ 1€C 000°0S6° 1SE 000°000'SET 000'000°009 eAep Iaquins Se}[ENY Ueiedurusp NAS uerexsuruag
00S°TET L6T €28’ 1++'09 0007000 18€ 000°000°0% 1 1merede elpun] eAuyey3uruay reurioj ueynerad uep ueIprpuad
9 S v € z I
0Z02 6102 0Z0Z 6102
NVIHO0Ad HOLVIIANI NV.LVIDEY NVd NVID0Ad
ISVSITVAEA LADAVL




9202-¥70Z a4 ensuay

Y e
€20Z-610¢ UnyeL (4 sidnens
0 000°096° LY 0 000°000°0S BUBOUY UWINNO(] BAUUNSNSII], ado ensuxyy ueunsniAuad
yerse(
000°S99°ST 000°06T°ST 000°SL8'ST 000°00S°LT yeioep ueduenay [Sensiulupe qniaL ueduens) WAS UEB[O[23Ud{ ISUSISY
ueduenay
1suejunye ueduequiofuad uep
008'¢c0'E01T 00S°620'¥6 000°0SS #01 000°000'#T1 NAs ueduequidfuad BAUBUESEIDL ISUBUNNY WSSIS uefuequiasudd
sqreq Suek unyel
0SL'TLE ST 0S.'899°S 000°00S°91 000°000°ST ueduenay Isensumpe eAupnmmiag, 1ysye ueSuensy uelodefad ueunsnAuad
9 S v € (4 | §
0z0T 6102C 0zZo02 6102
NVIDO0Ad dOLVHIANI NVLVIDIY NVA NVADO0dd

ISVSITVHEA

LIADUAVL




9202-%20Z a4 ensuay

pp e et e e —————
(ads)
000 ¥L€°6C 000°L91°6Z 000°000°0€ (00°000°0€ euep eipakuad JeIns eAUBIPISId], ads ISEjJLI2A UBp UB)IqIausd
s[qelunyEe UEep SNeWalsis uek yeioe( ueduenay uee[o[pdusd
0 000°280°CT1 0 000°'000°09 ueduenay ueejojeduad BAURIPISIZL INPasold UBp Wwa)sig ueunsniuad
yeloe(] yejuLeuad
yeloe( YEIULIDWSG ISUBIUNYY ISUBIUNYY W2)SIS UBP ISUBUNNY
000°0S1°8S 000°6€1°LTT 000°005°L9 000°000°8%1 ueseliqey qnqiod mng eAueipasia], | wesefiqay urewndwsiusg / urunsniuag
yeiaeq
yeroeq uesuensy ueduequadusad ueSuenay ueejorodusyg ueSuequaiuag
9LE'T61'0V8'S 8Z0'SET'0IE9 000°ZLZ'TLO'9 00S'TLS'9€0°'8 uep uejeySuruag wednye)d uep uejeyduiuag weidoid
9 S L 4 € (4 !
0zoz 6102 0zZ02 6102
NVID0Ad ¥OLVIIANI NVLVIDEH NVd WVID0dd
ISVSI'TVHEA LADIV.L




9202Z-¥Z07 M4 ensuay

S e ———

s[qejunsje 3uek ojisodap UEP onsoda(

000'PLT" LT 000°065 ¥€ 000°000°8¢ 000°000°S€E yelaep sey ueeoeduad eAupninmiay | Uep yelae( Sey uee[o[28Uudd ISBNSUIIpY
sreq ueduap

000°00S°6C 000°0SL ¥ 000°000°0€ 000°000°0S SUIB[}9Y BUBIEG UBEIBUI[DUWA] SUIE[33Y BUEBIES UBBIEUI[OUWAd

0S8'9ELECTI 00L LLLOTI 000°005°S2C1 000°00S v11 ad ueeo[eduad eAuBUREIIL g1LHdg ueeo[piudd
yeioep

spefed yoAqng alqng uep ¥2Q0 yesoep yeled

01£°S08°€99 086'8tL'LEL 00€£°015°S99 000 ¥+ L 8V L eyeQ UBNEYINURd eAURUESY RIS yoAqns uep 32£qO Bjep UBII{EINUS]
I [epeuraul

Sue£ yeioep uejedepuad uee[oeduad yeiae(

000°S9¢ L81 000°00T°€01 000000681 000°00S°16€ 1sewwiojul wiaysis eAupnmmisy, | uejedepuad wWaisig uee[o[aduad ISEN[ISEY

9 S 4 € (4 T
0zZoz 6102 0zZ0¢ 610CT
NVIDHOAd HO.LVHIANI NVIVIDEH NVd NVID0oAd
ISVSITVIA LIDAVL




9Z02Z-¥20Z a4 ensuay

3 &
J[qeiune
uep qnia) Suek ggd Sueinid seled
0 0 0 000°'SS6°LTT Suejus) 1sENSIUIUPE BAUPNMMIS], | UBR[O[28Udd ISBYISUISH UBP ISHYISURU]
610z unye], ueduensy ueejopduad azds
000°'99+'S0C 000'9¢S'E1C 000°000'80€ 000°000°'S1C ISensuIupe qnis) eAupnmmial, ueg[o[o8usd UEp UBqIdUdd ISENSIUIWPY
uajedngey] as Jefueduerey]
000°€T11°0€ 000 9L %€ 000°00S°0€ 000°000°'S€ SNd 1fe8 enyep e1o0 eAueuesyepol | usjednqey 1fed eyep ueiode] ueunsniusg
nisfem yedoy uep dey3us] JeIse(] YejuLawad
0S0'9£0°S9¢€ LTT'SLY01S 000°0SS"LLE 000°'00S'SES ado ueduensy uelode] aseIuISId uefuenay] uerode] ueunsniudg
9 S v € z I
0zZ02 6102 0202 6102
WVAD0Ad JOLVAIANI NVLVIDIEI NVd NVID0oud

ISVSITVHEA

JLHDAV.L




9202Z-¥Z0Z a4 ensuay

dagd ueewtauad

0 000°SSL°E0T 0 000°00S°601 isesirewndo eAupnmmiag, gad uemsund yedem ueeuiquiad
gdd eled yaiqns gdd ¥2Aqns
000°'2LE'SOT 0S0°60£°60C 000°000°80¢C 000°000°L1T uep }2£qo ejep iseinse eAupninmid], uep }24qQ erep siseq Ueeleyl[ailod
JBULI2D Uep JeInye 1fed 1ejjep uexejoouad
000°2LE 98T 008965 +T 000°000°88C 000°000°SST reda) Sued ueifedduad eAupninmid] uep tfed isesuayndwoy IsensuIpy
yessep uep yesnd euep ueroderad yeiaeq
+C1'L19°6C ¥L8 ¥9S ' LL 000°000°1€ 000°000°001 Isensiuiwpe qnia) eAupnmmia], uep jesnd eue( uelode[ad Uep ISEN[EAy

9 S v € (4 !

0z0Z 6102 0202 6102
HNVAID0Ad JOLVIAIANI NVLIVIOEH NVd NVID0odd
ISVSITVEA LADAVL




9Z02Z-%207 a4 elisuay

aurepaz yefed ueewouad
000 +CS' TS 000°S1I9 LY 000°000°SS 000°000°0S uejeyduruad eAuredesia], swrepa1 yeled 1930s UE}EIOU]
eAuure] ISeuLIOju|
elI9g ISnqLIay uep efed yeraed
yelaep ueinyeiad ‘efuereqg ‘ueyedepusg Suelud],
uedeuenay ueeoa8uad ISBULIOJUT ISeULIOJU] UEP ISBjUdWnjo(] uedulrep
00S°L00°S¥E 00S°S00 ¥L 000°00S"LSE 000°000°SEE sasye ueyepnuay eAupninmiog JUSWIUIDA0D-H W)SIS ueduequiadudd
610z unye) yesoep yelfed
Cr9'C8I1 L9111 008'9E0'¥16 000 1#9'91+'1 000°005°0€0°1 ueynsewad j981e) eAUIYNUadiIay, yesaep yeled ueynsewad uejedadiad
ueduenay UoN Uep
00S°96¥°€€ 000°000°2€ 00T L6V EE 0000°000°Et ueduenay ejep Isensmuiupe qnaaL ueSuenay] ISUBJUTY EJep ISEIISUOXIY
9 S 4 € (4 I
0202 610C 0zoT 6102
NVAD0Ad JO.LVAIANI NVLVIDIY NVd NVID0Ad
ISVSITVAEI LAEDIV.L




9202Z-¥Z0Z aM4d ensuay

O e ————————

cd

006'9SE°L0E 000°'8ST 86T 000'80S €1€ 000°ST1£°€0€E ggd ueewauad jodre) eAuredesia], Zd-d€d 1dds [essep qe1sd
wnuwn

uerel ueguesouad yeled ueqaq (Ivd uerexsuiuad

009655811 +10'+€6'86C 000°00S"LET 000°069°€LE uep ueewitouad yejwnl eAueiepiaL, }nun pdd uee[ojaduad uep ueejepuad
qniay

000'81+'9S 00S°22T L8 000°00S°99 000°006° L6 FueA yeled ueejopduad eAupninmia], yeasep yefed ueesyuawad uee[o[aduad
rewmndo Suek yeioep

000°'6ZL 01 000'601°ST 000°009'ST 000°000°0€ spefed ueuederad edupninmiag, yeaoep efed uejeraqay isensmuupy
yeisep yeled depeyta) 1exeredseuwr

000°0€0°011 00S°9¢L°C8 000°0€S°TII 000885 +8 uewreyeuwad eAupnfnmiag yelaep yeled 1sesieisog

9 S b 4 £ (4 I
0zozc 6102 0Z0Z 6102
NVID0Ad JO.LVAIANI NVIVIDTH NVd NVID0oAd
ISVSITVAA LHDAV.L




9Z02Z-¥Z07 aX4d ensuay

o et e ————
refueduerey] usjednqgey refueduerey]
005°990°CE 0SL°L9L°6T 000°0S6°CE 0007000 0% 1fed sensiunwpe qnrs) eAupnmmiag, usrednqe)y] SNd ueifedduad ueejeuad
yeioep
0 GST 161 PLE 0 000'S0E" 296 uewrelurd [sensiurwpe uswnyoq yeisep ueuwrefurd uesnunfuad 1sejIISBY
ewndo uep jn¥aje
Suek yeieep yeled ueejopduad yeisep ueyedepuad
000°01L°96 000'916°98 000°0S+°S01 000°00S +6 uowolewew eAupnmmis], ueejoje8uad uswaleuew uejeSUIUI]
qna9) Suek yeroep yeled
000'2S0'91¢ 000°CSH L61 000°009'81¢ 000°000°6+¢€ ueuelefed uejesduruad eAupnmmiag, yeioe( yeled ueueie[ad 1seiisey
9 S 14 € (4 !
0z02 6102T 0Z02 6102
NVAID0¥d JO.LVHIANI NV.LVIDTIA NVA NVIDOUd
ISVSITVIEA LIDAVL




920Z-%Z02 a4g ensuay

TG T ————
yeiaep
yeled eAufunuad uese jeyereisewt yeroep yeled uerefequiad
000'059°0¢ 000°€01 ¥ 000°0SE°EC 000°000°0S uewreyewad eAupnmamidg ueynieds)] ueye UeIEpESd)| UBIB3Uludd
yeled yee) yepn gy ueesyuaurad sefed 1013qas
myepew yeroep yeled 1033as uep vd ueressutuad efedn redeqas
000°100°06 000°€92°601 00S°SZH'S6 000°000°0€1 uep qvd uerexsuruado eAupnfnmisy | jnfuel jexsun ueesyuwad UBp UBOIRUS]
uejerdoy uelode(ad uep ueeueouaiad uelode[ad
0S8°'69L°0C 000°68S +H1 009°'19L°ST 000°9S0°SS1 uswnop Isensiuiwpe eAupnnmIag, Uep UBBUBOUAIYJ UAWINNO( Ueunsniuad
9 -1 14 € (4 I
0zoc 610CT 0cToT 610C
NVID0Ud dOLVHIANI NVLVIDTH NVA NVID0dd
ISVSI'TVaA LADAV.L




920Z-¥Z0Z a)d ensuay

Zcs

swrep{al

syeled ueejojaduad reusdusw ueinje
00S'S6S°T6T 00098 TL1 000°0S8°92 000°000°S81 uep wnyny ueyessuad eAupninmisg, surepyas yefed uedniauad
yeiae(
00S'€SH'8¢€ 0S0°S8Y'16 00589t v+ 000°00S"€0T ado 13eq 1suajeduwoy uejesgduruad ueduenay IsuUejUNYY SIa, uedurquiig

nizem yeday
000°001°+¢ 00S'80L°6C 000°000°'SZ 000°000°0€ nun3 1s9jo1d ueduefun) eAuredeqa], | nany 1s9j01d ereq uerodedd uep ISe[ISe]
yesseq ¥HJL Sueius],
00S°0¢C +¥ 00S'TLL'ES 000°00S" LY 000°000°08 YBIOp YD BPI19d nmnq eAUUNSNSIOL | Yelde(q UeInjelrdd yeja) uep ueunsniuad

9 S b € z 1
0Z0Z 6102 0z0Z 6102
WVIH0Ud JOLVIIANI NVLVIDEN NVA WVIDO0ud
ISYSITVAEA LADAVL




9202-¥707 ¥4 ensuay

g N e e
Jelaep yelae(
0 000°0LE 6 0 00000001 uejedepuad 1SENSIUIWPE qUI9], uejedepusd ueiode[ad ueuUnsnAUdg
Areq
Sued uswmnsop / disie ueuBUWEIY
00S'00€'¥6 006°€SO°TET 000°887°S6 000°0£8 T+1 uep ueideray eAupninmiag, dis1y ueejop8uad uep ueejeusd
¢-d 949d
00S°S65°C6T 005" +0S 8¥E 000°0SZ€SE 000°€59°C9¢€ ueewpuad 1sesiewndo eAuredesrs], Zd-9dd 1ddS uereduwrefusd ISEIISE
AD1dL ueyereseurad yetoe(] Suereq ueduena)]
000'+12°SC £TH'886°1¢€ 000°000°0€ 000°000°0F ueresafaduad eAupnfnmiag, AD.LdL ueyeleseutiad ueueSueud
Jeloep wnumn sey uruayal
0SC'19L°vC S0T 0€9'¥T 000°000°ST 000°000°ST 23 eUEp I9jsuen) eAuFULIO)IUOULID], aur] uQ juswedeuey Yse) ISENSIuIupy
9 S 1 4 € (4 I
0zoz 6102 0202 6102
NVADOUd dO.LVHIANI NVILVIOEH NVA WVIDOoUd
ISVSI'TVHA LADAVL




9202-%¥20Z dAd ensuay

000°09¢ 6% 0S8'TEVLE 000'PIS'1S 009°'8ET 1+ eAelq Tepue)s nynq eAueIpasiay "e31eH uenjeg Iepuelg ueunsnAudg
jreq ueSuap B[O[I{IP
008'96£°018 08L°61£°088 000°'SS6°EP6 000°SETI°612°1 Jued yerse(q Jossy 2seIUISIAg yeiseq j9sy ueejojeduag weidoid
yeisep
ueweluid edunq uep ueinsdue
0 0 0 0 syjosjod edeiq uereddue BAUBIPasSIa], yeiaeq ueweluld ISEN[ISEY
a|qeIuUNyE
uep nypyem yeda) Sued qydd add
00816401 0 006 THS'T1 0 ueduenay uelode] BAUUNSNSIa], (3177) ueBuenay uerode] uveunsnAuag
qop sIseqraq auljuo gdd q2m
000°ST9 vL 0 000°000°SL 0 vl uesuequoduad eAueuesielia], sIseqlaq auluo gegd e1ed ueduequadusg
9 S 1 4 € (4 I
0zZ02 6102T 0zZozZ 6102
NVID0Ud A0LVHAIANI NVLVIDIH NVAd NVAD0odd
ISVSITVAEA LIADUVL




9Z02Z-¥20Z ad ensusy

s ____- - - - <

Suereq snunduad 18eq ulp[ng yeloep i Suereq ejopduad eisnuep
0 000° 196811 0 000 +C0 ¥C1 £roeded uejerdoy eAuBuUBSBLID], efeq Joquing sejisedey uple3UTU]
ejiuep sunpan
908'0L9'8L P0E 6ET 6L 000°000°S8 000°086'611 ueueweduad Uep UeBIBYI[2W] ejuep Sunpan ueeoR3udd
000°SBE'16 0S6'991°S6 000°S0S°T6 001°98L°L6 W4 epus iseyide ueeleylpauad aNd VAWIS eped ejep usiyyeinuiad
000°CT6'SS 0S2'0C9°S9 000'6€S°LS 0ST 89v $01 dd>I1 ymun jase ejed AINE BIEP ISBIISUON3
00S"€08 PP 1 9Z1°'8¥€£°991 000°+S9°1S1 0SE€°089'081 dVS 1ensas jasy ueiode] 3sejuasiod ‘yeise YN Suereg uee[o[p3uad
9 S 14 € (4 I
0zoz 610C 0zZ0T 6102
NVID0Ud JO.LVHIANI NVLVIDEA NVA NVID0Ad
ISVSITVEA LADAVL




9202-¥20Z a4d ensuay

ueyein(ay peluswr edAusnjels yeqniaq
Suek esa( sey yeue) Lep [eseraq Juek
0S5°01S°1C1 006'€SO'STI 00066 6C1 00L°088HS1 ©S2p 0puoq S32 yeue) 3ue[y] epurad NI Yeue) ue(d] Ueeuesye[dd
qelaed AN
000°E6+ ' 8Y 0S0'6S0°9C 000°01£°09 000°S96°LS qngiad Uep Bplad ueunsniusd Suereg Suejus] UBINjEIdd UBUNSNAUD]
ueereypwad uep ueueweduad
‘uereejuewad ejep eAulEpUIN I} ang ueereyrauad
000°0€8°+S 000°€96°SE 000 28 6S 000'S8S 0t uep Isensiuiupe qnisjy, uep ueueureduad ‘UejeBjUBWD]
9 S 14 € C I
0zoe 610C 0zoc 610C
WVIDO0Ad dO.LVIIANI NVLVIDEH NVd NVID0oud
ISVSITVAEA

LHDAV.L




LS

970Z-¥707 a4 ensuay

e

90S°982°LSO'T ST6°60S'SSO'T 008°'80+'8ST"1 000°104°692'T agdv ueunsniusg ueyedajoy uwereS3ueSusg ueeuEOUIIdg Ureidoid

esy ueuaday] ‘jasy

0 0 0 0 uawnsjo(q disy 1sesiensiq uesiuaday uswnyo( disty 1sesensdiq
Ieynusul Iexn) uep ‘repowt
ueeprafuad ‘uerenfuad : edruaq Qg

ueUBIUBBPUIW{ “UBIISHBUIJ ‘and

0S.'260 vbT 0S€£°SL0°0b1 000°08€°9ST 000°LTS L6T uep uesndeyduad uejerday ueueSuelyepurua uep uesndeyduad

4 uwep'd‘a’o’d 4 uep'@a‘ad’d

0 0 0 0 ‘v gD]) yeroeq YA Sueieqg snsusg ‘v api) yeideq YN Suereq snsuag

9 S 14 € (4 I
0zozZ 6102 0z02 6102

ISVSITVdEA

LAEDAV.L

NVADO0Ud JO.LVIIANI

NVLVIDTH NVA NVID0dAd




920Z-%20¢ 044 ensuay

8S

BUEBDUIY EB.-.MN.H.
¥88 19+ €8T 661°6S1'SEL 00¥°298°€0€ 000 TISEBIT agdyv uewopad nyjnq eAuerpasiag, BUBOUDI UNYE} ggdV Ueunsniuad
uereliaq
6.5 €L9$8T 8vF STEL 89T 00¥’€6€°CCE 000°'SS8'SEE Ad3 ueduop qgddy 2sejuasiog unyel qgdy ueyeqniad ueunsniuad
relueSuerey usjednqey
jedo) Buek yeioep uejedepuad yelse uejedepus uee[o[aduad
00565601 00S+11°81 000 LLT'TT 000°6SL 61 1sesifeal 1o81e) eAuredeoia], ueueoualsg Sueplqg 1seurpiooy jedey

uepeliag unye],
€+0°010°86T 8LL TLI'BEE 000°STO'T0E 000°0S6'8LE agdy uewopad nynq eAUBIpasIaL uereliaq unye) qgdy ueunsniuad

9 S 14 € (4 I
02oT 610¢ 0zZoz 6102
NVIDOUd JOLVIIANI NV.LVIDEH NVd NVID0OAd
ISVSITVIA LIDUV.L




920Z-%Z027 a4 ensuay

6S

uedfuenay

uee[o8uad uewopad ueduap

rensas uep pijea fued ueyeqniad
000°SLO'611 00S'99%°0€1 000°1+E€9€1 000°1+8°€81 Vdd uep ydd edueipasiag, ado ueyeqnisd ydd UEP Vdd ISBHJHISA
adyy efuejog uep uejedepuad
00S°660°1€ 0SZ'8SEIHI1 000'BEG'IE 000°€EH'IFI [eNS9S BlEp ISeIye eAupnnmisg, uere33uy Isen[eAs uep ueiepuasudd

uenjueq eluejaq ueejojaduad
000°L00°0€ 0SZ+I6°ET 000°CL9°0€ 000°2SS'ST IsensiuuIpe qnaa) eAupnfumis], | uenjueq efuepaq [sensiuiwpe Uee[o[R8udd

9 S L 4 € < I
0cozc 6102 0Z0Z 610¢C
NVAD0Ud JOLVIIANI NVIVIDEH NVd NVADO0Ad
ISVSITVEA LADAV.L




Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Tahun 2021-2022

Kabupaten Karanganyar

TARGET REALISASI
URAIAN 2021 2022 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 53,635,839,000 64,878,383,204 51,557,652,991 60,755,745,943
PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 293,450,000 305,519,800 288,235,250 285,838,100
Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 200,000,000 200,422,000 198,431,250 183,137,800
daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 93,450,000 105,097,800 89,804,000 102,700,300
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,951,619,000 19,143,192,004 16,316,807,205 16,772,481,584

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

17,935,619,000

19,127,192,004

16,300,757,255

16,756,481,584

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 16,000,000 16,000,000 16,049,950 16,000,000
Akhir tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36,250,000 300,285,250 33,966,045 294,267,250
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarakan 36,250,000 300,285,250 33,966,045 294,267,250

Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

2,527,500,000

2,481,222,200

2,455,233,111

2,399,944,158

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 497,150,000 605,438,700 485,835,000 569,041,320
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 988,060,000 0 941,845,755 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 260,000,000 372,667,000 259,372,500 370,392,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 352,690,000 1,003,166,000 352,408,606 999,138,338
Konsultasi SKPD

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 143,200,000 177,228,000 136,582,000 161,960,000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 286,400,000 322,722,500 279,189,250 299,412,500
Berbasis Elektronik pada SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 1,163,700,000 2,030,435,000 1,147,000,000 1,946,660,000

Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

1,163,700,000

2,030,435,000

1,147,000,000

1,946,660,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 29,990,540,000 38,845,868,950 29,961,020,902 37,390,286,553

Pemerintahan Daerah

Penyediaan jasa surat menyurat 170,000,000 252,904,500 169,991,050 252,904,470
60
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Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik

29,770,540,000

37,288,980,000

29,741,438,557

35,995,116,248

Zenyiediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 50,000,000 125,288,100 49,591,295 124,697,145
antor ’
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 1,178,696,350 0 1,017,568,690

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

1,381,940,000

1,771,860,000

1,355,390,478

1,666,268,298

DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 271,600,000 479,800,000 269,284,178 406,315,473
+ Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan

Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 500,840,000 678,090,000 491,618,300 658,812,825

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 504,000,000 400,000,000 490,555,000 389,505,000

Bangunan Lainnya

Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan 90,000,000 153,970,000 88,683,000 151,635,000

Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan

Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 15,500,000 60,000,000 15,250,000 60,000,000

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN 354,693,276,800 366,172,357,200 183,361,159,640 | 142,348,812,723

Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

1,077,000,000

1,315,825,000

1,000,778,300

1,098,674,970

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 68,770,000 99,943,800 65,417,700 98,747,000
Koordinasi dan Penyusunan perubahan KUA dan 69,595,000 119,867,100 67,426,000 119,020,800
PPAS

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- 26,057,000 31,436,900 25,307,000 31,176,900
SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 21,407,000 27,374,300 20,707,000 26,684,300
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- 40,517,000 73,246,100 40,198,500 31,998,400
SKPD

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 36,723,000 42,375,100 35,423,000 40,575,100
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah 189,894,600 304,327,600 154,799,750 170,086,050
tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran APBD

Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah 215,629,600 205,512,800 207,707,600 203,071,820
tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala

Daerah tentang penjabaran perubahan APBD

Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 57,012,500 88,453,500 56,505,750 88,041,500
Koordinasi perencanaan anggaran belanja 351,394,300 323,287,800 327,286,000 289,273,100
daerah

Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan 1,068,800,000 1,259,400,000 1,005,327,274 1,164,252,950

Daerah

.

M
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Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan
penerbitan anggaran kas dan SPD

32,721,700

41,621,700

31,037,000

38,672,600

Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi,
supervisi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan
dana perimbangan dan transfer lainnya

42,046,000

141,385,200

39,736,145

137,690,250

Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan
pemantauan transaksi non-tunai dengan
lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan
bukan bank

19,318,800

12,330,500

18,620,000

11,243,000

Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi
penerimaan dan pengeluaran kasda laporan
aliran kas dan pelaksanaan
pemungutan/pemotongan dan penyetoran
perhitungan fihak ketiga (PFK)

465,300,000

614,562,000

440,177,029

609,320,500

Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang
daerah yang timbul akibat pengelolaan kas
pelaksanaan analisis pembiayaan dan
penempatan uang daerah sebagai optimalisasi
kas

23,464,700

19,615,700

22,027,000

17,972,400

Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran
kas serta pemungutan dan pemotongan atas
SP2D dengan instansi terkait

178,186,800

175,394,700

177,187,100

97,455,000

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi
Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Serta penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub kegiatan

56,962,000

11,483,700

34,920,000

11,483,700

Pembinaan penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

250,800,000

243,006,500

241,623,000

240,415,500

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah

1,309,167,000

1,344,202,000

1,192,925,411

1,303,840,214

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,
Ekuitas, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban

48,608,600

46,065,500

42,724,500

46,065,500

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Bulanan, Triwulan dan Semesteran

12,052,100

13,293,100

11,098,100

13,293,100

Koordinasi dan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

726,659,900

742,903,400

698,124,486

725,178,934

Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

95,256,100

51,947,700

84,942,000

51,590,600
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Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis
Operasional Penyelenggaraan Akuntansi
Pemerintah Daerah

71,603,600

128,743,600

58,489,600

119,736,000

Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan
pelaporan keuangan Pemda

33,529,200

38,456,500

29,819,200

38,456,500

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

321,457,500

322,792,200

267,727,525

309,519,580

Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah

345,669,653,800

362,252,930,200

180,162,128,655

138,782,044,589

Analisis Perencanaan dan pelaksanaan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman
Pemerintah daerah

2,984,000,000

500,000,000

2,630,930,455

423,300,339

Analisis perencanaan dan Penyaluran bantuan
Keuangan

314,196,665,000

336,736,197,400

151,169,493,000

123,896,246,000

Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

10,000,000,000

5,000,000,000

7,872,716,400

2,222,998,250

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

18,488,988,800

20,016,732,800

18,488,988,800

12,239,500,000

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK 1,239,688,000 1,500,546,000 1,157,181,909 1,384,059,457
DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Daerah 1,239,688,000 1,500,546,000 1,157,181,909 1,384,059,457
Penyusunan Standar Satuan Harga 56,514,000 81,490,000 52,927,000 75,440,000
Pentausahaan Barang Milik Daerah 75,257,000 108,995,000 73,771,000 106,661,300
Inventarisasi Barang Milik daerah 51,891,000 136,494,000 31,421,100 119,642,500
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 199,315,000 127,461,000 181,682,300 124,278,000
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan 369,894,000 403,765,000 343,942,509 366,753,073
Barang Milik daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfataan, 257,986,000 385,348,000 250,709,000 367,475,584
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan

Penghapusan Barang Milik daerah

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporang Barang 75,888,000 83,422,000 72,991,000 65,570,000
Milik Daerah pada SKPD

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik daerah 152,943,000 173,571,000 147,738,000 158,239,000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN 4,167,680,000 4,659,552,500 3,932,976,833 4,446,938,840

DAERAH

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

4,167,680,000

4,659,552,500

3,932,976,833

4,446,938,840

Perencanaan pengelolaan pajak daerah

308,679,500

272,990,100

291,553,500

268,775,500

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Pajak Daerah

70,000,000

70,000,000

61,933,850

43,674,750

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

1,094,160,000

1,121,550,000

1,039,385,150

1,076,977,350

Penetapan Wajib Pajak Daerah

1,082,590,500

1,254,907,400

1,078,186,850

1,208,087,208
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Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak
daerah

125,000,000

100,000,000

98,318,400

94,122,300

Penagihan Pajak daerah

1,197,250,000

1,201,330,000

1,137,458,583

1,155,260,457

Penyelesaian Keberatan Pajak daerah

20,000,000

20,000,000

10,232,300

6,120,300

Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan
Pajak daerah

270,000,000

618,775,000

215,908,200

593,920,975
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra
Kabupaten dan telaah RTRW maupun KLHS maka dapat diketahui bahwa
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024-2026
menghadapi tantangan pengembangan pelayanan antara lain:

a. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk
peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;

b. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal;

Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;

d. Belum dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan publik untuk
transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Peluang Pengembangan PelayananBadan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar adalah :

a. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur pengelola
keuangan dan asset daerah yang masih bisa dikembangkan;

b. Adanya berbagai peraturan yang mendukung tugas pokok dan fungsi
organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan
kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset;

c. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka
pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan
keuangan, pengelolaan asset/ barang milik daerah;

d. Mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui
pengembangan inovasi, baik inovasi pada sistem informasi maupun
inovasi pelayanan keliling jemput bola;

e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik

perangkat keras maupun perangkat lunak.

#
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEUANGAN DAERAH

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan
kondisi riil saat perencanaan dibuat. Isu strategis merupakan suatu kondisi
atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah
dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di
masa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
penentuan isu strategis adalah mengkaji permasalahan daerah dan tantangan
lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional. Identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD dipergunakan untuk
menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai

dengan kewenangannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi
berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidak
berhasilan dalam pengelolaan bidang keuangan dan asset pada tahun
sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang
ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang
dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin
di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan
dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan
tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah
beserta permasalahan yang masih dihadapi selama tahun 2024-2026
sebagaimana telah dibahas pada Bab 3 maka diindentifikasi
permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur;
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Usulan anggaran kas yang disampaikan OPD sebagai dasar dalam
membuat Surat Penyediaan Dana (SPD) masih terlambat ;
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal;
Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM penagihan,pemeriksa dan
keberatan ;

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak belum
optimal;

Masih terjadinya pergeseran kode rekening rincian belanja pasca
APBD;

Belum maksimalnya kualitas dan kuantitas SDM pengelola
Akuntansi keuangan,;

Kurang optimalnya pengelolaan aset daerah;

Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan

keuangan daerah.

Permasalahan pelayanan yang dihadapi Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar dapat diuraikan dalam table dibawah

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah

No Bidang Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
1. | Sekertariat Terbatasnya Masih kurangnya Sistem dan
sarana dan sarana dan prosedur belum
prasarana prasarana serta dilaksanakan
untuk peralatan yang secara optimal,
menunjang dimiliki yang sehingga kinerja
pengelolaan berakibat pelayanan | mengalami
keuangan kepada masyarakat |hambatan
daerah belum dapat
dilaksanakan secara
optimal
2. | Bidang Anggaran | Masih 1. Ketidaksesuaian | 1. Masih
terjadinya rekening objek kurangnya
pergeseran belanja pada kualitas
kode rekening DPA dengan perencana
rincian kebutuhan riil OPD dalam
belanja pasca OPD; penyusunan
APBD 2. Adanya regulasi RKA terkait
kebijakan pusat dengan
terkait dengan belanja;
pendapatan 2. Adanya
transfer dan regulasi yang
belanja yang terbit setelah
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No Bidang Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
terlambat KA
dimana KUA PPAS/RAPBD/
PPAS / RAPBD / APBD
APBD telah ditetapkan
terlaksana.

3. | Bidang . Terbatasny | 1. Kurangnya . Belum
Perbendahaaraan a pegawai kemampuan optimalnya
dan Kas Daerah yang SDM pengelola pelaksanaan

mengikuti keuangan dan pengelolaan

pendidikan kas daerah keuangan dan

dan dalam kas daerah

pelatihan melaksanakan

untuk tugasnya dengan . Kurangnya

peningkata baik dan benar jumlah

n kualitas | 2. Pengajuan SPM personil yang

Sumber dari seluruh OPD benar-benar

Daya masih ada yang memiliki

Aparatur belum sesuai kemampuan
. Usulan dengan anggaran teknis

anggaran kas yang dibidangnya

kas yang mengakibatkan termasuk

disampaika volume kompetensi

n OPD pengajuan SPM pendidikan

sebagai pada akhir tahun staf.

dasar meningkat

dalam

membuat

Surat

Penyediaan

Dana (SPD)

masih

terlambat

4. | Bidang Belum Kurangnya Pengawasan

Akuntansi maksimaln jumlah personil terhadap
ya kualitas yang benar- pengelolaan
dan benar memiliki akuntansi
kuantitas kemampuan keuangan dan
SDM teknis pertanggungja
pengelola dibidangnya waban
Akuntansi termasuk keuangan
keuangan kompetensi semakin ketat
pendidikan staf dan meningkat
yang berlatar intensitasnya
belakang menuntut
akuntansi SDM yang
kompeten
dibidangnya.

5. | Bidang Aset Kurang Asset daerah belum . Masih

optimalnya | terinventarisir dan terbatasnya
pengelolaa | terdokumentasi sarana dan
n aset dengan baik dan prasarana
daerah benar untuk

pengelolaan
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No Bidang Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok _
asset daerah
. Kurangnya
kualitas SDM
dalam
menunjang
bidang asset
Kurangnya
kesadaran
perangkat
daerah dalam
penyusunan
pelaporan
asset yang
dimiliki
6. | Bidang Penerimaan 1. Rendahnya . Belum
Pendataan, Pendapatan tingkat optimalnya
Pengolahan dan | Asli Daerah pemahaman dan kualitas
Penetapan (PAD) belum kesadaran sistem
optimal masyarakat informasi
sebagai WP pendapatan
2. Ada kecurangan daerah
bagi WP . Kurangnya
dukungan
sarpras
. Kurangnya
SDM yang
berkualifikasi
7. | Bidang 1. Penerimaa Belum . Kurangnya
Penagihan n optimalnya sarana dan
Keberatan dan Pendapata pemasukan dari prasarana
Pemeriksaan n Asli penerimaan yang
Pajak Daerah pendapatan asli menunjang
(PAD) daerah untuk
belum mengoptimalk
optimal an pendapatan
2. Kurangnya asli daerah;
kuantitas . Masih
dan terbatasnya
kualitas Sumber Daya
SDM Manusia
penagihan, (SDM) yang
pemeriksa tersedia baik
dan secara
keberatan kuantitas
3. Tingkat maupun
kepatuhan kualitas untuk
wajib pajak melaksanakan
dalam kegiatan
membayar operasional
pajak yang telah
belum direncanakan
optimal sehingga hasil

“
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No

Bidang ~ Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok '

yang didapat
belum
maksimal
dalam
menunjang
peningkatan
penerimaan
pajak daerah

3.2 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan
mengacu dan menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka
tuyjuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan Daya
Saing Daerah”

Dari tujuan tersebut, maka untuk mencapai hasilnya diperlukan
sasaran yang ditetapkan. Didalam RPD Kabupaten Karanganyar Tahun
2024-2026, sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan dan yang
sesual untuk Badan Keuangan Daerah Kabupeten Karanganyar adalah
meningkatkan tata kelola pemerintah yang berkualitas dengan semangat
Reformasi Birokrasi kemudian dijabarkan dalam sasaran Badan Keuangan

Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan;

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan
BMD;

3. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah”

Selain hal yang terkait dengan peningkatan pengelolaan keuangan
daerah, hal lain yang perlu diperhatikan oleh Badan Keuangan Daerah
adalah kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah, yakni
peningkatan Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana disebutkan dalam
RPJMD.  Kebijakan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten
Karanganyar:

a. Intensifikasi PAD, melalui:
1) Optimalisasi sistem pajak on line dengan menambahkan peralatan
berupa tapping box (alat perekam transaksi) untuk meminimalisi

penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
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2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

Optimalisasi penerimaan pendapatan melalui entitas keuangan
bisnis, berupa pemeriksaan terhadap laporan keuangan wajib pajak
daerah. Sehingga apabila ditemukan kekurangan bayar pajak daerah
akan segera dikeluarkan OPD kurang bayar kepada wajib pajak.
Penegakkan law enforcement berupa denda pajak bagi wajib pajak
yang menunggak pembayaran pajaknya.

Optimalisasai Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah (fiskus)
melalui diklat pajak daerah, yaitu lanjutan diklat audit pajak dan
pemeriksaan pajak maupun diklat yang berhubungan dengan
peningkatan kapasitan SDM perpajakan.

Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan
mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.

Perubahan regulasi perpajakan daerah yang sudah out of date
menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
Peningkatan koordinasi dengan OPD penghasil lain dan BUMD untuk
optimalisasi pendapatan daerah.

Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka
optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada

tunggakan.

b. Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi, melalui:

1)

2)

3)

Perubahan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak
sesuai dengan kondisi perekonomian daerah dan peraturan
perundangan yang berlaku.

Perluasan subjek dan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(perluasan tax bassed) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap,
dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru
sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual

Beli Tanah dan Bangunan.

Demikian juga perlu diperhatikan mengenai Kebijakan Belanja

Daerah di Kabupaten Karanganyar selama Tahun 2024 - 2026, yang sudah

disajikan dalam Renstra, yaitu :

a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten

Karanganyar, selama kurun waktu 2024-2026;
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. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan

pemerintahan yang harus dilaksanakan, yaitu Urusan Wajib Dasar,
Urusan Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan, maupun urusan Penunjang

Lainnya;

. Memenuhi pelaksanaan program yang sudah mempunyai Standar

Pelayanan Minimal (SPM) dan operasional;

. Mengakomodasi program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi

masyarakat dalam = Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan

(Musrenbang);

. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan

ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja /pengangguran,
pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik
antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan
mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);

Diarahkan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat

guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;

. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20% untuk pembiayaan

pendidikan.

Untuk telaah dan sasaran OPD beserta faktor penghambat dan

pendorong dapat dijabarkan dalam matrik dibawah ini.

Tabel 3. 2 Telaah Tujuan dan Sasaran OPD Beserta Faktor Penghambat

Dan Pendorong

No Tujuan dan Permasalahan Faktor
Sasaran RPD Pelayanan Penghambat Pendorong
Dinas
1. | Tyujuan: l.Terbatasnya | 1. Kuranganya 1. Komitmen
Meningkatkan sarana dan sarana dan dari para
tata kelola prasarana; prasarana yang pemangku
pemerintah yang | 2. Terbatasnya menunjang untuk | jabatan untuk
berkualitas pegawai yang meningkatkan maju dan
dengan semangat | mengikuti kualitas kinerja bekerja lebih
Reformasi pendidikan aparatur dalam baik dalam
Birokrasi dan pengelolaan pengelolaan
pelatihan keuangan daerah, keuangan

e _____
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Sasaran :

1. Meningkatkan
kualitas tata
laksana
pemerintahan,
2. Meningkatkan
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
dan pengelolaan
BMD,

3. Optimalisasi
sumber-sumber
Pendapatan Asli
Daerah

untuk
peningkatan
kualitas
Sumber Daya

Aparatur

asset daerah dan
pengelolaan
pendapatan

daerah;

. Kurangnya

jumlah personil
yang benar-benar
memiliki
kemampuan
teknis
dibidangnya
termasuk
kompetensi

pendidikan staf;

daerah, asset
daerah dan
pengelolaan
pendapatan
daerah;
2.Tersedianya
alokasi
anggaran
yang memadai
guna
penyelenggara
an tugas
pokok dan
fungsi
organisasi;
3.Adanya sistem
dan prosedur
yang jelas
terhadap
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
organisasi
berdasarkan
peraturan
perundang-
undangan

yang berlaku

Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Telaah RTRW yang dimaksudkan adalah

identifikasi

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

faktor

penghambat dan faktor pendorong pelayanan OPD yang mempengaruhi

permasalahan

pelayanan

Badan

Keuangan

Daerah Kabupaten

Karanganyar ditinjau dari implikasi RTRW. Mengingat Tupoksi Badan

Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan pelayanan pajak
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dan retrebusi daerah maka tidak banyak berpengaruh atau sebaliknya
tidak terpengaruh oleh RTRW. Demikian pula yang terkait dengan
pengelolaan atau pemanfaatan asset daerah juga tidak banyak

terpengaruh atau mempengaruhi RTRW.

3.4.2 Telaahan KLHS

Badan Keuangan Daerah memiliki tugas utama terkait dengan
pelayanan pengumpulan pajak dan retrebusi daerah, maka tidak banyak
berpengarug atau sebaliknya tidak terpengaruh oleh KLHS. Dalam
dokumen KLHS tidak ditemukan program Badan Keuangan Daerah yang

memberikan dampak negative terhadap lingkungan hidup.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
Sedangkan isu-isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar adalah :
1. Kemampuan Keuangan Daerah
Belum optimalnya kapasitas fiskal daerah sebagai berikut :

a. Rasio ketergantungan anggaran dari Pemerintah pusat masih
tinggi tapi kemampuan mendanai semakin meningkat, Tahun
2021 = 0,29 sedangkan Tahun 2022 = 0,27;

b. Rasio lancar pada Tahun 2022 sebesar 9,03 Hal ini berarti
kemampuan membayar hutang sebesar 9,03 kali rasio ini semakin
berkurang dengan sangat cepat dibanding kondisi tahun
sebelumnya;

c. Rasio belanja modal dari tahun 2021 ke tahun 2022 naik, 0,10 di
Tahun 2021 menjadi 0,12 di Tahun 2022.

2. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah
Kemampuan keuangan daerah sering dijadikan sebagai tolak
ukur untuk menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam
menyelenggarakan otonomi. Indikator yang digunakan untuk
mengukur kemampuan keuangan daerah adalah rasio pendapatan

asli daerah terhadap APBD, rasio PAD pada tahun 2022 adalah 0,23

lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,19.

3 Isu Kualitas Pelayanan Publik
Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dan
meningkatnya partisipasi kelompok aktifis masyarakat di era
keterbukaan informasi semakin tinggi. = Berkembangnya sistem

m
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monitoring berbasis komunitas dan maraknya jurnalisme warga
meningkatkan tuntutan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang
transparan, terjangkau, tepat guna, berkualitas, dan inklusif.
Berikut merupakan pelayanan di Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
Pelayanan Pajak Penerangan Jalan;
Pelayanan Pajak Restoran;
Pelayanan Pajak Hotel;
Pelayanan Pajak Hiburan;
Pelayanan Pajak Reklame;
Pelayanan Pajak Air Tanah;
Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pelayanan Pajak Parkir;

2 e s R

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2);

10. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

11. Pelayanan penyelesaian permohonan Keberatan Wajib Pajak atas
Penetapan Pajak Daerah ;

12. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

13. Peminjaman BPKB ;

14. Pelayanan Rekonsiliasi Data Belanja dan Pajak, Piutang serta

Pendapatan;

15. Penyusunan KUA PPAS dan APBD.

m
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah kondisi ideal yang ingin dicapai pada waktu
tertentu. Pada konteks Renstra ini, tujuan adalah target-target
yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1-3 tahun diselaraskan
dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), berdasarkan kajian
terhadap permasalahan dan isu strategis, dengan mengacu dan
menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025, maka
tujuan pembangunan Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatkan
Daya Saing Daerah”

Adapun tujuan penyelenggaraan administrasi pemerintahan
daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2024-2026 adalah
“Meningkatkan tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan

semangat Reformasi Birokrasi”

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan
dicapai secara nyata dari masing-masing tujuan dalam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja atau
tolok ukur keberhasilan yang akan diwujudkan selama 3 (tiga)
tahun mendatang. Sasaran penyelenggaraan administrasi
pemerintahan daerah dan penyusunan kebijakan oleh Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu
2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan
pengelolaan BMD;
3. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar beserta indikatornya kinerjanya
disajikan dalam tabel 4.1.

e U AL 0 S AS Dl S 3 e e e e o G b S o R e e A e 4 i 1 i
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan suatu langkah dalam rangka memecahkan
permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun serta berpengaruh besar terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi merupakan rumusan
perencanaan komprehensif mengenai bagaimana Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar mencapai tujuan dan sasaran Renstra
dengan efektif dan efisien. Selain melakukan perencanaan komprehensif,
perencanaan strategis juga dapat digunakan untuk melakukan
transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga
segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat
tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya
memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan

pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pada konteks penyelenggaraan layanan oleh pemerintah
daerah, strategi yang baik dikembangkan dengan prinsip-prinsip: (i)
dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-
belakang; (ii) didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan
pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segment masyarakat
pengguna layanan, dan pemangku kepentingan; (iii) Layanan yang
bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal
Pemerintah Daerah; dan (iv) Strategi terdiri dari tema-tema yang secara
simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi

(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu
sasaran atau kelompok sasaran dengan kerangka logis sebagaimana

bagan berikut:

e —
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Gambar 5. 1 Keterkaitan Sasaran dengan Strategi

Sasaran1

Sasaran 1
ATAU @ - Strategi 1

Strategi 2

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar, maka strategi yang
diambil dalam rangka mengimplementasikan agenda pembangunan
selama 3 (tiga) tahun kedepan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan
BMD ;

3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tujuan, Sasaran dan Strategi yang diambil dalam rangka
mengimplementasikan agenda pembangunan selama 3 (tiga) tahun
kedepan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang

sesuai ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan Daerah : Meningkatkan Daya Saing Daerah

Sasaran Daerah : Meningkatnya tata pemerintahan yang berkualitas

dengan semangat Reformasi Birokrasi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya | Meningkatkan | 1. Meningkatkan 1. Peningkatan

m
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
tata kualitas tata kapasitas dan pemahaman pegawai
pemerintahan | laksana integritas pegawai terhadap :
yang pemerintahan | 2. Meningkatkan e tugas dan fungsi;
berkualitas pemenuhan ¢ dokumen
dengan pengelolaan dan perencanaan;
semangat pemanfaatan e hak dan kewajiban
Reformasi sarpras secara pegawai
Birokrasi efektif dan efisien; |2, Peningkatan kualitas
. Meningkatkan koordinasi Internal
tertib administrasi | 3. Penyusunan standar
tata kelola | operasional / prosedur
perkantoran pelayanan

4. Penyusunan dokumen
anggaran yang sesuai
dengan prioritas dan
kebutuhan;

5. Pelaksanaan  secara
rutin monitoring dan
evaluasi kegiatan OPD

Meningkatkan 1. Meningkatkan 1. Peningkatan
kualitas kapasitas pemahanan perencana
pengelolaan perencanaan; OPD dalam
keuangan . ) melakukan
2. Mengikuti setiap
daerah dan perencanaan dan
perkembangan
pengelolaan dan — penganggaran,;
BMD ,
mengenai 2. Melakukan
regulasi  terkait penyesuaian sesuali
pengelolaan dengan ketentuan
keuangan daerah yang berlaku,

melalui portal
kementrian /
lembaga maupun

media lainnya;

3. Peningkatan kualitas
pelaporan keuangan

daerah dan ketepatan

S —
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

3. Meningkatkan
kapasitas
intelektual dan
kepribadian SDM
pengelola
keuangan
daerah;

4. Meningkatkan
akuntabilitas
dan transparansi
pengelolaan
keuangan

daerah;

5. Meningkatkan
kualitas Sumber
Manusia
melalui Bimtek
Online dan Off

line (pusat dan

Daya

daerah)

didukung sarana

dan  prasarana

yang memadai
dan SDM yang
professional;

6. Mewujudkan
system

tata kelola

aplikasi

keuangan daerah

yang efektif;
efisien dan
paperless  serta

sesuai peraturan

10.

. Pengembangan

waktu penyerahannya;

SDM
melalui pelatihan dan

pendidikan;

. Peningkatan kuantitas

dan kualitas sarana

prasarana kerja, baik

perangkat keras
maupun perangkat
lunak;
Peningkatan
kompetensi dan
kapabilitas sumber

daya manusia;
Pembangunan dan
penyempurnaan
Aplikasi tata kelola
keuangan sesuali

tuntutan digitalisasi

dan kebutuhan
transaksi keuagan
non tunai;
Monitoring dan
evaluasi atas
pelaksanaan
kegiatan.
Peningkatan
pemahaman  SDM
pengurus barang
terkait pengelolaan

barang milik daerah;

Pelaksanaan

Renstra BKD 2024-2026
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

perundangan

yang berlaku.

7. Meningkatkan

kapasitas
sumber daya

manusia;

8. Meningkatkan

pemenuhan

sarana dan
prasarana yang
efektif dan

efisien;

9. Meningkatkan

tertib
administrasi
pengelolaan
barang milik

daerah;

rekansiliasi  setiap

tribulan;

Optimalisasi
sumber-
sumber
pendapatan

asli daerah

. Meningkatkan

koordinasi /
konsultasi dengan
Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun
Kabupaten / Kota

lain;

. Meningkatkan

kualitas dan
kinerja pelayanan
bidang PKP

didukung sarana

1. Peningkatan kuantitas

dan kualitas sarana
prasarana Kkerja, baik
perangkat keras
maupun
lunak;

perangkat

. Peningkatan

kompetensi dan
kapabilitas sumber

daya manusia;

. Peningkatan frekuensi

serta sosialisasi
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Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

dan prasarana
yang memadai dan
SDM yang

professional;

. Meningkatkan

pemahaman dan
kesadaran wajib

pajak;

. Meningkatkan

pemahaman,
kesadarann dan
kepatuhan
masyarakat
terhadap

kewajiban

perpajakan daerah;

. Meningkatkan

kompetensi dan

kualitas SDM
melalui
penyelenggaraan
pelatihan dan

bimbingan teknis

perpajakan daerah;

. Meningkatkan

kualitas
pelayanan pajak
daerah
dukungan SDM,

kinerja
dengan
data yang akurat

dan terpenuhinya

sarana prasarana

tentang pajak daerah
melalui berbagai

media;

. Peningkatan kegiatan

sosialisasi dan
publikasi dalam
rangka
meningkatakan
pemahaman
kesadaran dan
kepatuhan WP
terhadap kewajiban

pajak daerah;

. Peningkatan kualitas

dan kuantitas SDM
dibidang PPP;

. Mewujudkan

pelayanan yang
mudah dan cepat
melalui

pengembangan inovasi

baik inovasi pada

sistem informasi
maupun inovasi
pelayanan keliling

jemput bola.
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Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

yang memadai.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pengejawantahan dari strategi yang
difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Pada
konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, arah kebijakan merupakan
suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan
yang memberikan arahan dan panduan kepada Pemerintah Daerah agar
lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan
dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten dilakukan bersamaan
dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026. Badan
Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu
Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra Tahun 2024-2026. Renstra
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026
mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah, permasalahan dan isu
strategis yang dihadapi, potensi dan kewenangan yang dimiliki, kemampuan
pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah. Berdasarkan hal tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan,
sasaran daerah, indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana
daerah.

Berdasarkan strategi yang akan dilakukan oleh Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar, maka arah kebijakan yang dapat diambil
oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu
3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan pemahaman pegawai terhadap : tugas dan fungsi, dokumen
perencanaan, hak dan kewajiban pegawai
2. Peningkatan kualitas koordinasi Internal ;
Penyusunan standar operasional / prosedur pelayanan,
4. Penyusunan dokumen anggaran yang sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan;

5. Pelaksanaan secara rutin monitoring dan evaluasi kegiatan OPD;

m
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10.

11,

12,

13.

14,

135.
16.

B
18.

19.

20.
21.

Peningkatan pemahanan perencana OPD dalam melakukan perencanaan
dan penganggaran;

Melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah dan ketepatan waktu
penyerahannya;

Pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan;

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana kerja, baik
perangkat keras maupun perangkat lunak;

Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia;
Pembangunan dan penyempurnaan Aplikasi tata kelola keuangan
sesual tuntutan digitalisasi dan kebutuhan transaksi keuagan non
tunai;

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Peningkatan pemahaman SDM pengurus barang terkait pengelolaan
barang milik daerah;

Pelaksanaan rekonsiliasi setiap tribulan,;

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Kkerja, baik
perangkat keras maupun perangkat lunak;

Peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia;
Peningkatan frekuensi serta sosialisasi tentang pajak daerah melalui
berbagai media;

Peningkatan kegiatan sosialisasi dan publikasi dalam rangka
meningkatakan pemahaman kesadaran dan kepatuhan WP terhadap
kewajiban pajak daerah,;

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM dibidang PPP;

Mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat melalui pengembangan
inovasi, baik inovasi pada sistem informasi maupun inovasi pelayanan

keliling jemput bola.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahdengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil
yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran
dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedang kegiatan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output)

dalam bentuk barang/jasa.

Untuk tahun 2024-2026 memiliki program baru sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 menjadi 4
(empat) program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Program pengelolaan keuangan daerah;
3. Program pengelolaan barang milik daerah;

4. Program pengelolaan pendapatan daerah.

Program-program tersebut dilaksanakan Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Karanganyar dalammelaksanakan tugas, pokok,
tata kerja, dan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah yang merupakan program utama/
intimaupun program pendukung/program penunjang. Program utama
atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara
langsungdalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing
sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi
dapat dicapai. Sedangprogram pendukung/penunjang adalah sebagai
program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok,

dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang

L . ——— . e ]
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secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja
dari sasaran strategis.

Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang
diperlukan disajikan pada Tabel 6.1 untuk tahun 2024-2026 sebagai
berikut:
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu tujuan, sasaran atau kegiatan.Perumusan indikator
kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam
RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam
tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada
pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah
identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi
langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Berikut ditampilkan indikator kinerja Baperlitbang yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran daerah.
7.1.  Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja
suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap
lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama,
dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa
mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga
dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya.Untuk mencapai
tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dilakukan melalui berbagai strategi,
kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan
langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi
perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian
kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang
ada.

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan
dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau

melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),tahap

N e T
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pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi(ex-post).
Selain itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari
demi hari organisasi unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan
dalam rangka menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam
perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi
kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidakberhasilan)
kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai

kinerja instansi unit kerja pelaksananya.

Instansi pemerintah belum disebut berkinerja sebelum dapat
menunjukkan keberhasilan pencapaian outcome, benefit maupun impact-nya.
Namun demikian, outcome, benefit maupun impact mungkinbaru bisadicapai
setelah beberapa tahun kemudian.Sehingga instansi pemerintah mungkin
baru benar-benar bisa menunjukkan keberhasilan kinerjanya setelah
beberapatahun kemudian.Untuk hal seperti ini, instansi pemerintah harus
mampu menunjukkan hubungan antara output-output dan aktivitasyang telah
dikerjakan setiap tahunnya dengan kinerja yang baru akan diperoleh di masa
yang akan datang. Kapan kinerja tersebut dapat dicapaijuga sudah harus
direncanakan sejak awal.Apabila hal tersebut telah dipenuhi, instansi
pemerintah tersebut telah dapat menyatakan output dan kegiatan tahunannya
sebagai kinerja sementara dalam rangka mencapai kinerja sesungguhnya

beberapa tahun kemudian.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang ukurankeberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan.Hal ini ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun
atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehinggakondisi
kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJM Daerah dapat
dicapai.Indikator kinerja daerah ini dirumuskan berdasarkan hasil analisis
pengaruh dari satu indikator capaian kinerja program atau lebih dari satu
indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja

daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib,

taat pada peraturan perundangan dan bertanggungjawab maka dilakukan
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audit keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Opini BPK
merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada
empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penetapan indikator kinerja Badan Keuangan Daerah selanjutnya disajikan
dalam Tabel 7.1.
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BAB VIII
PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 dimaksud sebagai
dokumen perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar yang merupakan penajaman program Badan
Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar dan diharapkan
mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci
keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai
tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Badan Keuangan
Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026.

Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar yang
dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan
Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan
Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan
sebagai Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar.

Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 merupakan Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerak Otonom Baru, dimana
Pemerintah Daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah yang berakhir pada tahun 2023 untuk menyusun dokumen
Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah kabupaten
dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD kabupaten Tahun
2024-2026. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
sebagai salah satu Perangkat Daerah juga wajib Menyusun Renstra
Tahun 2024-2026. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Karanganyar Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan

Daerah, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi, potensi dan
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kewenangan yang dimiliki, kemampuan pendanaan serta melaksanakan
tugas lain yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal
tersebut diatas Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Karanganyar disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran daerah,

indikator dan target kinerja daerah, serta kemampuan dana daerah.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten
Karanganyar tahun 2024-2026 merupakan hasil koordinasi perencanaan
dari masing-masing bidang secara aspiratif, sebagai pedoman dalam
penyusunan perencanaan perumusan kebijakan penyelenggaran
pemerintahan yang transparan, akuntabel yang diharapkan akan terjadi
konsistensi dan sinkronisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan hasil yang

dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata.

8.2 Kaidah Pelaksanaan Renstra

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar perlu
menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan, diantaranya adalah sebagai
berikut:

1. Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam
Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra
Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar Tahun
2024-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana
Kerja Tahunan;

3. Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2024-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi

laporan pelaksanaan atas kinerja.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah
kewajiban bagi seluruh individu Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar untuk menopang kesuksesan pelaksanaan
Renstra Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.
Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam

pelaksanaannya.
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Dengan tersusunnya Rencana Strategis, Badan Keuangan Daerah
(BKD) Kabupaten Karanganyar diharapkan dapat digunaklan sebagai
pedoman dan arah kebijakan bagi ASN Badan Keuangan Daerah (BKD)
Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pelaksana
pemerintahan dan pembangunan daerah dibidang pendapatan dan

pengelolaan keuangan.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO
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